
WALIKOTA PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 19.A TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan 

SPIP dalam rangka men.dukung pencapaian tujuan 

pemerintahan daerah, diperlukan pedoman 

pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota 

Pekalongan; 

b. bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi acuan 

bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan 

pengelolaan risiko; 

c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Risiko pada Pemerintah Daerah, maka kebijakan 

pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko 

pemerintah daerah disusun dalam bentuk 

Peraturan Kepala Daerah; 

ci bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
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perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pekalongan; 

Mengingat : 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 

sebagaim ana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6563); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 

5. Peraturan. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
	

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pem erintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota 

Pekalongan. 

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

se1anjutnya disingkat SPIP adalah sistem 

pen.gendalian intern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.. 

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR 

adalah unit kerja yang bertanggung jawab 

melaksanakan pengelolaan risiko. 

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas 

memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR 

di 1ingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat 

Daerah. 

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan 

3 

Hukum
Textbox

Hukum
Textbox



sasaran Perangkat Daerah. 

10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan 

pengendalian yang sudah ada. 

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap 

risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka 

mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran 

dampaknya untuk menetapkan level atau status 

risikonya. 

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 

dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu 

dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif 

terhadap pencapaian tujuan.. 

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 

disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan 

pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat 

Daerah. 

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan 

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah 

ditetapkan. 

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil 

atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, 

rencana, atau yang telah ditetapkan dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam 

mencapai tujuan. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen 

Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat 

Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

18. Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan. 

Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
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pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 

program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan. kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum 

disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah. 

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB II 

PENGELOLAAN RESIKO 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas: 

a. tujuan strategis pemerintahan daerah; 

b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan 

c. tujuan pada tingkatan kegiatannya. 

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko; 

b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan 

c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko. 

Bagian Kesatu 

Pengembangan Budaya Sadar Resiko 

Pasal 3 

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

climaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan 
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sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah 

Daerah. 

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap 

pegawai di seluruh Perangkat Daerah. 

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap 

proses pengambilan keputusan di seluruh 

tingkatan Perangkat Daerah; dan 

c. pem bangun an / perbaikan 	 lingkungan 

pengendalian yang mendukung penciptaan 

Budaya Sadar Risiko. 

(3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko 

sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. pertimbangan risiko dalam setiap 

pengambilan keputusan; 

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya 

manajemen risiko; 

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang 

baik; dan 

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam 

proses organisasi. 

Bagian Kedua 

Pembentukan Struktur Pengelolaan Resiko 

Pasal 4 

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk 

Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas: 

a. Walikota sebagai penanggung jawab 

pengelolaan risiko; 

b. Sekretaris 	Daerah 	sebagai 	koordinator 

penyelenggaraan pengelolaan 	risiko 

Pernerintah daerah, 
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c. Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah/unit 

kerja sebagai UPR; 

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit 

kepatuhan; dan 

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab 

pengawasan.. 

(2) Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan 

risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan 

risiko Pemerintah Daerah. 

(3) Sekretaris 	Daerah 	sebagai 	koordinator 

penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berwenang mengoorclinasikan pengelolaan risiko di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

(4) Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja 

sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan 

risiko di lingkup kerjanya. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR 

di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat 

Daerah. 

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

berwenang memberikan keyakinan yang memadai 

atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Komite 

Pengelolaan. Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 
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a. Walikota sebagai ketua; 

b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap 

anggota; 

c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai 

anggota. 

Pasal 6 

Komite Penge1olaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 memiliki tugas: 

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, 

bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan 

risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 

pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan 

kepada Walikota cq Sekretaris Daerah. 

Pasal 7 

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c 

terdiri atas: 

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah; 

b. UPR Tingkat Eselon II; dan 

c. UPR Tingkat EseIon III dan IV. 

Pasal 8 

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 

tingkat Pemerintah Daerah; 

c. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap 

pen.capaian tujuan dan sasaran strategis 

Pemerintah Daerah; 

d. melakukan 	kegiatan 	penanganan 	dan 
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pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis 

risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dim  aksud dalam 

pasal 7 ayat (2) memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja 

masing- masing; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 

tingkat unit eselon II pada Perangkat 

Daerah/unit kerja masing-masing; 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

Perangkat Daerah/unit kerja; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) memiliki tugas: 

a. melakukan identifikasi dan 	analisis 	risiko 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 

b. melakukan 	kegiatan 	penanganan 	dan 

pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis 

risiko; dan 

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(4) UPR ditetapkan dengan keputusan perangkat daerah 

masing-masing 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Resiko 

Pasal 9 

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. penilaian risiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 
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e. pemantauan; 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dim  aksud 

pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus 

berkelanjutan. 

(3) Setiap sildus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) 

tahun. 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu 

dengan proses manajemen secara keseluruhan, 

menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan 

dengan proses bisnis organisasi. 

Paragraf Kesatu 

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 10 

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

diperlukan untuk menentukan rencana penguatan 

lingkungan pengendalian dalam mendukung 

penciptaan Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan 

risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan 

cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam 

setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf Kedua 

Penilaian Risiko 

Pasal 11 

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

in.stansi pemerintah dan merumuskan kegiatan 
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pengendalian risiko yang diperlukan untuk 

memperkecil risiko. 

(2) Penilaian risiko dilakukan atas: 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan. strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit 

kerja; dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah 

/unit kerja. 

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda 

sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah sebagaimana dim  aksud pada ayat 

(2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses 

penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera 

setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. 

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) 

Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan 

dengan proses penyusunan RICA Perangkat Daerah 

atau segera setelah diselesaikannya RICA Perangkat 

Daerah. 

(6) Proses penilaian risiko meliputi: 

a. penetapan konteks/tujuan; 

b. identifikasi risiko; dan 

c. analisis risiko. 

Pasal 12 

Penetapan konteks/tujuan terdiri dan i tahap 

penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko. 

Pasal 13 

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk 

menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan 

sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja 
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tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu: 

a. konteks strategis Pemerintah Daerah.; 

b. konteks strategis (entitas); dan 

c. konteks operasional (kegiatan.). 

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah 

ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda 

sebagaim ana tercantum dalam dokumen RPJMD. 

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat 

Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis 

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam. 

dokumen Renstra Perangkat Daerah. 

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) 

ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang 

tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 14 

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan 

memberikan pemahaman yang sama mengenai 

kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko. 

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi: 

a. skala dampak risiko; 

b. skala kemungkinan risiko; dan 

c. skala tingkat risiko. 

Pasal 15 

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi: 

a tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi 

kegiatan: 

a mengidentifikasi 	berbagai 	risiko 	yang 
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menghambat pencapaian tujuan., pemilik risiko, 

sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; 

dan 

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko 

dalam daftar risiko. 

Pasal 16 

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk 

menentukan nilai dan i suatu sisa risiko dengan 

mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat 

(1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko 

sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak 

pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan: 

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan 

risiko; 

b. memvalidasi risiko; 

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan 

yang dibutuhkan; dan 

d. menyusun RTP. 

Paragraf Ketiga 

Kegiatan Pengendalian 

Pasal 17 

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk 

mengimplementasikan rencana tindak pengendalian 

RTP. 

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan: 

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang 

antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau 

prosedur; dan 

b. pelaksanaan 	kebijakan 	dan 	prosedur 

pengendalian. 
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Paragraf Keempat 

Informasi dan Komunikasi 

Pasal 18 

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan un.tuk 

memastikan telah terdapat komunikasi internal dan 

eksternal yang efektif dalam setiap tahapan 

pengelolaan risiko yaitu: 

a. sejak 	peniIaian 	kelem ah an 	lingkun.gan 

pengendalian.; 

b. proses penilaian risiko; dan 

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

(2) Pemerintah Daerah menggunaka.n berbagai bentuk 

dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif 

dalam melakukan pengelolaan risiko. 

Paragraf Kelima 

Pemantauan 

Pasal 19 

(1) Pemantauan dilaksanakan un.tuk memastikan bahwa 

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan. 

ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara 

berjenjang mulai dan i Walikota, Kepala Perangkat 

Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala 

Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub 

Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang 

lingkup dan kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah oleh Walikota dapat 

didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 
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dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku 

penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko 

meliputi: 

a. audit; 

b. reviu; 

C. pemantauan; 

d. evaluasi; clan 

e. pengawasan lainnya. 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 20 

(1) Dalam rangka men.dukung akuntabilitas pengelolaan 

risiko, pemerintah daerah menyusun laporan 

pengelolaan risiko. 

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi : 

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko; 

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan 

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 

Kepatuhan Internal. 

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan 

penilaian risiko yang tercliri dan: 

a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah; 

b. penilaian risiko strategis 	(entitas) 

Perangkat Daerah/unit kerja; dan 

c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah. 

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR. 

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen 

penilaian risiko/dokumen RTP. 

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

clilakukan secara triwulanan dan tahunan. 

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk 

tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan 

oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk 

tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat 

operasional Perangkat Daerah clikoorclinasikan oleh 

UPR Tingkat Eselon II. 

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 

Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan 

tahunan. 

Pasal 21 

(1) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dim  aksud 

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b 

clisampaikan kepada Walikota dengan tembusan 

Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 

(2) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disampaikan kepada 

Walikota dengan. tembusan Sekretaris Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan 

Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan 

Walikota mi. 
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Diundangkan di Pekalongan 

Pada tanggal 25 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

SRI RUMININGSIH 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 

pada tanggal 25 Mei 2022 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Cap 

Ttd 

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 
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BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 19.A 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 19.A TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

PEKALONGAN 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 

13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 

penilaian risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP cliperlukan 

Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan. dalam : 

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

Pemerintah Daerah; 

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan 

Pemerintahan Daerah. 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan 

pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan 

pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat 

(cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, 

struktur pengelola risiko, perkembangan tekno1ogi informasi, serta 

dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah 

Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, 

kebijakan pengelolaan risiko per1u ditetapkan sebagai bentuk 

penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus 
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sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka 

pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat 

kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah yang clituangkan dalam Peraturan Walikota mi. 

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko 

di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi : 

A. Penetapan Konteks Pengelolaan. Risiko 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas 

tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) 

Perangkat Daerah. 

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah. 

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis Pemerintah. Daerah yang tertuang dalam dokumen 

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan 

oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala 

Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di 

bawah koordinasi Sekretariat Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah. 

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen 

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat 

Daerah). 

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh 

masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersam a jajaran 

manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat 

Eselon III dan IV. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

operasional kegiatan utam.a Perangkat Daerah yang tertuang 

dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, 

seperti : Penetapan Kineija Perangkat Daerah (Perkin), dan 

Rencana Kerj a Perangkat Daerah (Renj a dan/ atau RKPD). 
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Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat 

Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat 

Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR 

Tingkat Eselon. II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat 

Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala 

Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan 

Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional 

dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani 

perencanaan pada Perangkat Daerah. 

B. Penetapan struktur analisis risiko. 

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan 

pemahaman yang sam.a bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan risiko di lin.gkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) 

mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi : 

1. Sumber risiko, berasal dan i internal dan eksternal. Risiko yang 

berasal dan i faktor eksternal misalnya peraturan perundang-

undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan 

gangguan keamanan.. Risiko yang berasal dan i faktor internal 

misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia 

yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan 

dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak 

kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60 tahun 2008). 

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau 

akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang 

menghambat pencapaian tujuan terjadi. 

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui 

pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan pencapaian tujuan. 

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan 

pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria 

penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, 

sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 

dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan 
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4 	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
sangat signifikan. 

3 

2 

1 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
tinggi/signifikan. 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
rendah/kurang signifikan. 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
tidak signifikan. 

negatif, tersebar 
luas di banyak 
media 

negotif, tersebar di 
beberapa media 
nasionalilokal 

negatif, terdapot 
pemberitaan 

ado pemberitaan 
negatif, namun 
tidalc material 

pelanggaran 
serius, terkena 
sanksi 

pelanggaran 
serius, sanksi 
tertulis 

pelanggaran 
biasa, sanksi 
tertulis 

pelanggaran 
biasa, sanksi 
teguran 
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memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian 

risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu : 

1. Skala Dampak Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak 

risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis 

dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 

Kategori Dampak 

Sangat signifikan / 
Sangat besar 

Signitikan I Besar 

Kurang signifikan/ 
Kecil 

Tidak signifikan/ 
San at I
m
i

m
ie
l
ii
i
l
mommi 

 

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan 

menggunakan operasionalisasi dam pak yang lebih rinci sebagai 

berikut : 

Kategorl Dampak 

'4A1, 
Sangat Tinggi 4 kerugian 

sangat besar 
kegiatan terhenti, 
tujuan tidak 
tercapai 

Tinggi 3 kerugian 
besar 

kegiatan sangat 
terhambat, 
kurang efektif 

Rendah 2 kerugian 
cukup besot 

kegiotan 
terhambat, 
kurang efisien 

Sangat Rendah 1 kerugian 
kecil, kurang 
material 

ado hambaton 
kegiatan, namun 
tertangani 

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 

menjam in konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya 

risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat 

cliilustrasikan sebagai berikut : 
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ezkz., 
Dapat terjadi beberapa kali 
dalam 1 tahun 

Kemungkinan terjadi sekali 
dalam 1 tahun 

Kemungkinan terjadi sekali 
dalam 5- 10 tahun 

Kemungkinan terjadi sekoli 
dalam 10 - 20 tahun 

Kategori Darn pak 
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4 	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 
70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) 

3 	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 - 70% 
atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun), 

2 	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% 
- 40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun 

1 	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 
10%) atau 1 kali dalam 10 tahun 

Hampir pasti terjadi/ 
Sangat sering 

Kemunginan besot*/ 
Sering terjadi 

Kemungkinan kecil/ 
Jarang 

Sangat jarang 

5F..4  
Kategori Dampak 

Sangat Sering 4 

Sering 3 

Jarang 2 

Sangat 1 
Jarang 

1004 
9.14:4121, 

Sangat sering,hampir pasti 
terjadi (probabilitas ) 75%) 

Sering terjadi (probabilitas 
50% s.d.75%) 

Kemungkinon terjadi.Meskipun 
kecil (probabilitas ) 20% s.d. 50%) 

Sangat jarang terjadi 
(probabilitas < 20%) 

$. 

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko) 

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian  

skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan 

untuk menetapkan atau menvusun -peta risiko prioritas sebagai 

dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 

dapat cliterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. 

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut : 

No Program/Kegiatan Uralan 

Risiko 

Skor 

Dampak 

Skor 

Kemungkinan 

Skala 
Nilai 

Risiko 

1. - - 3 2 6 

Kriteria Skala Nilai Risiko 

Skala 

Nilai 

Risiko 

Kategori 
Penerimaan 

Risiko 
Tindakan 

1 -4 Ren.dah Dapat diterim.a Tidak 
diperlukan 

tindakan 
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Tinggi Sangat 1 

ting9i, I 
Rent:fah Saogat 

rendah 
Keterangan : 

MATRIKS 
ANALISIS RISIKO 

Dampak/Konsekuensi 

Kecil 	Besar 

2 	3  

I 	Sangat 
I 	ssiknifikan 

L 	4   

1 

Hampir pasti 

2 

Kemungkinan 
besar 

Kemungkinan 
kecil 

Sangat jarang 

Tidak 
signifikan 
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4,01 - 8 Sedang Diperlukan 

pen.gendalian yang 

lebih baik 

disarankan 

diambil 

tindakan jika 

tersedia 

sumberdaya 
diperlukan 

tindakan 

untuk 

mengelola 

risiko 

8,01 - 12 Tinggi Harus menjadi 

perhatian 

man.agemen 

12,0 1 - 

16 

Sangat Tinggi Tidak dapat 

diterim.a 

Diperlukan 

tindakan 

segera 

Untuk 

mengelola 

risiko 

Untuk lebih mem udahkan penentuan risiko prioritas dan 

acceptable! unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks 

risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta 

kriteria level risiko/ risk appetite yang telah ditentukan. Kategori 

nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai 

berikut : 

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 

memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah 
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dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen 

pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi 

(merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa 

risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang 

sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) 

menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) 

dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat 

clitoleransi dan cliterima. 

D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko 

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, 

adalah sebagai berikut : 

Proses penyusu 
non RPJMD (Saw 
tohun sebelurn 
RPJMD 5 tahunon 
borialon scl RPJMO 
clitetopkon) 

2 	Proses penyusunon 
Renstro 01.0 (Sotu 
tohun sebolum 
RPJMD 5 tahunon 
berjolon sct RPJIMO 
clitetopkon) 

4 	Agustus-Septern-
ber 20IX-1 

5 	Oktober Tohun 
201X-I 

6 	November - 
Desember Tohun 
20IX-1 

Jonuori sd 
7 	Desember Tohun 

201X 

Berkolo 
(Triwulonars) 

Junl -Jun Tabun 201X 

Agustus- September 
201X 

8 	Januori -  Folaruort 
Tohun 20I5+1 

Fobruori - Morel 
Tahun 201X +1)  

Proves penyusunon 
RPJMD 

Proses penyusunan 
Renstro OPD 

Penyusunon RICA 
OPD (Pd-tetapan 
roneana sasoran 

1:e
ar

ot
o
o
n
n3

garan per 

Penyusunarn  RAPOD, 
Pordo APBD 

Penyusunon 
Rancongan  DPA OPD, 
clan penetopan DPA 
OPD 

Polaksonoon APBD 

Penyusunan KUA 
PPAS (Penetapon 
sasoron mokro Clan 
pogu onggoran 
PeMd0) 

Penyusunan RKA 
OPO (Penetapon 
rencona sasoron 6, 
pogu ongsgoran per 
keglaton) 

Poloporan Kouongon 
Roviu APIP 

Arohon den kobijokon 
pentlaion risiko 5 
tohu non 
Penyusunan Risiko 
Strotegls Peroda 

Penyusurton Rislko 
Strotegis (Entitas) 
OPD 

erahon clan kobijokon 
pertilolon risiko 
tahunon 

Ponyusunan Risiko 
Oporosionol GPO 
Pengkomunikosion 
Risiko clan RIP. 

Ponyusunon atau 
Revisi KSOP 
Pengkomunikosion 
perubohort KSOP 

Penyusunan atau 
penyempurnoon 
KSOP (Tindok lonjut 
RIP) 
Peialcsonetan KSOP 

Poloporon dart 
monitoring risiko clan 
KSOP 

Pemantouon kinerja, 
rislko, don otektitItos 
KSOP yang ditorigun 

Reviu don pernutokhi-
ron Risiko strotogls 
Pamela. 
Cataton: 
Ris.ko strotogls 
Porn.° akon 
Chan eilmutokhirkon 
Seticep tahun 

Roviu don pomutokhi-
ran Risiko Strategis 
(Entitos) GPO 
COtOtOft: 
Risiko strotergls 
(ontitas) OPD akan 

don 
ctirnotakhirkon setiop 
tortun 

Peiaporon Pengeio-
loan Risiko Tohun 201x 

Evatuost pengetoloon 
risiko oteh APR. 

- Kornite pengololoon 
Risiko 

- Sekdo soloku 
- UPR Perndo (Kepolo 

Dooroh clan kopala 
OPD/SKPO) 

- Komite pengeloloon 
tient° 
Sekdo seloku 
Koordinotor 
UPR Tingkot Es. 1 / 2 
(Repola OPD/SKPO 
dart Kabag/Kobid 
OPD) 

Komite Pengelotoon 
Risiko 

Kopoto OPD 
- Unit Pernilik Risiko 

TIngkot Es 3.4 OPD 

- Kepalo OPD 
- Kornite Pengoioloon 

Risiko 
- UPR Tingkot Pernefo. 

Tingkot Eseion I, 2.3, 
clan 4 

- Sekda seloku 
koordinotor 

- Komito Pongelotaan 
Rtslko 

- UPR Ttrigkot Pemdo. 
TIngkat Eselon 1, 2.3. 
dart 4 

- Komite Pengelokron 
Ristko 

- Kepola OPD 
- Polaksona Program 

dart kogloton 

- UPR Tingkot PoMe10, 
Tingkot Capron 

don 
2. Tingkat Esolon 3 
don 4 

- Unit Kopotuhon 
- Sokcla soloku 

koordinator 
Unit Kepatuhon 
Pongetolaan Risiko 

- UPR Pamela 
(Kepolo Daeroh 
don K opal° 
OPD/SKPDS 
Sekcio seloku 
Coordinator 

- Kepolo Doerort 
- Sokelo soloku 

Koordlnotor 
- Unit Pernillk RIstko 

Ttrigkert Es. I clan 2 
(Kopolti OPD/SKPD 
don Kat:tog/Kraal.' 
GPO) 

- Keperlo Dararoh 
- Kapok:. OPD 
- uPFr Tingkot 

Perriclo, lingkot 
Esolon I don Z 
Tingkett 
Esolon 3 don 4 

- unit Kopatuhon 
- Seketo soloku 

&coordinator 

- Inspektorat (APIP 
Doeroh) 

- Dokumen Arohan 
dein kobljedcan 
pontlaion risiko 
Tahunon 
Dollar Risiko don 
RIP Strategis 
Pomdo 

Dollar Rlsiko don RIP 
Strategls  (EntitoS) 
OPO 

Dokurnon Arahan clan 
kebijakon penilalon 
risiko tahunon 

Dollar risiko don RIP 
Opcirosionol OPD 

- Perbaikon RIP 
- KSOP 
- Notulen pengkomu 

nikosion 
- Finolittosi DottOr 

risiko don RIP 

KSOP 
Bukti peloksonoan 
KSOP 

- Forrn Monitoring 
Risiko 

- Form Monitoring 7L 
RIP 

Notuten ropot 
- Laporon pornan 

touon (triwutonon, 
tahurion. 5 
tahunon) 

Dottor Risiko don RIP 
Strategls Pemda 
yang climutokhirkon 

Do/tor Risiko don RIP 
Stratogls (Entitos) 
OPD 

laporon Pengeloloon 
Risiko Tohun 201X 

Lerporan Eve:Sue:oil 
Pengeleloon Risiko 

Jonuari - Mel 
	

Penyusunon RKPD 
Tohun 201X-I 	 clan Ronjo OPO 

Penilatan Moturitas 
SPIP 

- Kopola °aorta,. 
- Kopalo OPD 

inspektcrat (APIP) 
Ocreroh 

Loporan Penticton 
Moturctos SPIP 
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Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan 

Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan 

dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 

pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah. 

Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan 

(6) yang menyatakan. bahwa Inspektorat Daerah melakukan 

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi 

risiko menyatakan bahwa : 

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi 

identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah 

dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. 

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai clan pimpinan 

tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi 

Pemerintah yang lebih tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa : 

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat 

Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada 

pimpinan tingkat menengah; 

2. Inspektorat Daerah selaku APIP di daerah perlu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah. 

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai 
berikut: 
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 

1. Penanggung jawab 

Walikota sebagai penanggung jawab berwenang men.etapkan 

arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Walikota juga 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko 

pada Pemerintah Daerah. Walikota menetapkan Pedoman 

Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung 

pelaksanaan pengelolaan risiko. 

2. Koordinator penyelenggaraan 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

berwenang men.goorclinasikan pengelolaan risiko di lingkungan 

pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, 

melakukan kegiatan antara lain: 

a. menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko; 

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen 

pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, 

undangan rapat, dan notulen; 

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; 

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3. UPR 

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab 
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melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun 

tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas 

risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta 

melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-

masing. 

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari. 

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian 

kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam 

unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini 

(early warning indicator) dan sebagai database untuk 

memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang. 

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk 

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. 

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko 

tentang pelaksanaan pengendalian risiko. 

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan pengendalian. 

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut : 

a. UPR tingkat pemerintah daerah. 

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dan: 

Ketua 
	

Kepala Bagian/ Bidang yang menangani 

perencanaan pada Perangkat Daerah 

Koordin.ator Teknis 
	

Kepala Bappeda, atau unit lain yang 

merangkap 	 menangani perencanaan 

anggota 

Anggota 	 seluruh kepala Perangkat Daerah 

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 

Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, 

Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan 

Direktur RSUD, dan sebagainya) 

b. UPR tingkat unit Eselon H 

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dan: 
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Ketua 
	

Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat 

Daerah, selaku pemilik risiko tingkat 

Perangkat Daerah. 

Koordinator Teknis 
	

Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala 

merangkap 
	

Bagian/Bidang yang menangani 

anggota 	 perencanaan pada Perangkat Daerah. 

Anggota 
	

Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban 

pada PERANGKAT DAERAH yang 

bersangkutan. 

C. UPR tingkat unit Eselon III dan IV 

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dan: 

Ketua 

Koordinator Teknis 

merangkap 

anggota 

Anggota 

4. Komite pengelolaan risiko  

Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik 

risiko tingkat kegiatan. 

Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ 

Seksi/ Pegawai/ Staf yang clitunjuk 

untuk menangani perencanaan 

kegiatan pada Perangkat Daerah. 

Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub 

Bidang/ Seksi pada Bagian/Bidang yang 

bersangkutan. 

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat 

Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk Komite 

Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut : 

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal 

terkait keputusan strategis yang menyimpang dan i prosedur 

normal; 

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 

supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 

pemerintah daerah; 

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 

pembinaan pengelolaan 	risiko 	yang 	disampaikan 

kepada Walikota cq Sekretaris Daerah. 

Komite pengelolaan risiko terdiri atas : 

a. Walikota sebagai Ketua; 

b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; 

Hukum
Textbox



29 

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko 

dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan. Walikota. 

5. Unit Kepatuhan 

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 

pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit 

Kepatuhan pada Perangkat Daerah. 

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan 

terhadap Perangkat Daerah yang 	berada 

clibawah koordinasinyasesuai dengan 	Peratu ran 

Walikota 	tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit 

Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain: 

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; 

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan 
risiko; 

d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 

pemantauan pengelolaan risiko yang clisampaikan kepada 

Walikota cq Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat 

membentuk tim teknis dengan Keputusan Walikota. 

6. Penanggung jawab pengawasan 

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, 

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi 

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya, 

Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain: 

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko 

pada pemerintah daerah; 

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

In.stansi Pemerintah; 

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang 

bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara 
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keseluruhan. 

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain 

oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan 

struktur pengelolaan risiko. 

B. Proses Pengelolaan. Risiko 

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 

segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan 

sebagai berikut : 

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci 

sebagai berikut 

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

intern dapat disajikan sebagai berikut : 

'1W 
Tujuan 	 Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dal= setiap sub unsur lingkungan 

pengendalian intern 

Keluaran 	 Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub 
unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan 

Pelaksana/Pihak Terkait : Tingkat Pemida: 
- Sekda selaku Koordinator 
- Unit Pernik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ 

Eselon I dan II) 
- Fasilitator 

Waktu 	 - Penyusunan RPJMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada seat penyusunan KUA/PPAS 

Sumber data utoma 	- Reviu dokumen, analisis informasi dud media masse, wawancaro dll 
-Survei persepsi otos lingkurtgon pengendalian intern dengan metode CEE 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan 

dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan 

pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada 

pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
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Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan 

wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 

Survei persepsi 
pegawai otas 

kondisi lingkungan 
pengendalian 
rnelalui Control 
Environtment 

Evaluation (CEE) 

SimpuIan kelemahan 
lingkungan 

pengendalian 

Mendasarkan 
kepada duo hash! 

simpulon sementora 
yaitu basil penilaian 
awal don host survei 

persepsi 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian 

1) Persiapan data 

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan 

pengendalian urusan wajib/pilihan Pem erintah Daerah 

dapat berupa : 

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, 

dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait; 

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan 

wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan 

wajib/ pilihan Pemerintah Daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan 

pemerintah daerah dan i berbagai sumber misalnya 

media massa, internet, hasil penelitian, clan sumber-

sumber lain yang relevan. 

2) Penyu.sunan lembar kuesioner survei lingkungan 

pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi 

sebagaimana form 1). 

Ilustrasi lembar kuisoner dapat clisajikan sebagai berikut : 
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KUESIONLR CON I ROL ENVIRONAILN I LVALUA HON (CLE) 

A. PENGANTAR 

Bapaklibu yang terhorrnat, terima asin sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner iri bertujuan untuk 

keperkan internal dan dimaksudkan untuk rneihat kondisi lingkungan pengendaliar di unit instansi 

Bapakilbu. fylengingat peritingnya data dan kuesiorer ini, diharapkan Bapakfibu mergisinya dengan benar 

clan jujur sesuai dengan  kondisi saat ml. gam' menjarnin kerahasiaan dentitas Bapak/lbu dan rekapitkPasi 
kuesioner tidak akan mencanturnkan data dirt Badak/lbu sekalian. 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

Berl ar, tanda slang untuk posisi arca seat ini? 

1. E Pejabat Struktural 

2. 0 Pejabat Fungsional Tertentu 

3. I] Pejabat Fungsional Umum/Staf 

C. PETUNJUK PENGISIAN 

1. lsilah dengan memberikan  tickmark (V)  pada salah satu kotak pilihan jawaban. 

2. Bapak/lbu dapat merambahkan narasi iair terkait kondisi lingkungan pengendalian pada tagian akhir 

kuesioner ini. 

3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator. 

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN 

I. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI E11KA 

A. Pengembangan Integritas dan Nilai Etika 

: Pimpinan mernberikan keteladaran dalam ha l lntegrltas den etlka 
pada tingkah laku sehari-hari 

1_  0 Tidak Pernah 

2. D Jarang 
3_ 0 Sering 
4. 0 Sei&u 

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan 

yang harus dijawab oleh responden. Responden diharap mewakili 

dan i berbagai bidang dan saat menjawab diharapkan sesuai 

kondisi sebenar-benarnya pemahaman responden atas pertanyaan 

tersebut, sehingga hasil rekapitulasi menunjukkan kondisi 

Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan. 

Hukum
Textbox



33 

Form 1 

Ilustrasi Kertas Kerja TabuIasi 
Kuesioner 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

a b C d 

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 

MEMADAI 

1 Pegawai mendapatkan 

pesan integritas & nilai 

etika secara rutin dari 

pimpinan instansi 

(Misalnya keteladanan, 

pesan 

moral dll) 

2 4 3 3 3 2 3 

Memadai 

2 Pemerintah Daerah telah 

memiliki aturan perilaku 

(misalnya kode etik, 

pakta integritas, dan 

aturan perilaku pegawai) 

yang telah 

dikomunikasikan kepada 

seluruh pegawai 

3 3 3 3 3 3 3 

Memadai 

3 Telah terdapat fungsi 

khusus di dalam instansi 

yang melayani pengaduan 

masyarakat atas 

pelanaaaran aturan 

perilaku /kode etik 

2 4 3 3 3 3 3 

Memadai 

4 Pelanggaran 

aturanperilaku/kode etik 

telah ditindaklanjuti 

3 4 2 3 3 2 3 Memadai 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 

MEMADAI 
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NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

1 Standar kompetensi 

setiap pegawai/posisi 

jabatan telah ditentukan 

3 4 2 3 2 3 3 Memadai 

2 Pegawai yang kompeten 
telah secara tepat mengisi 
posisi/jabatan 

2 4 3 3 3 3 3 Memadai 

3 Pemerintah Daerah telah 

memiliki dan menerapkan 

strategi peningkatan 

kompetensi pegawai 

2 3 2 3 3 3 3 Memadai 

4 Terdapat pelatihan terkait 

pengelolaan risiko, baik 

pelatihan khusus 

maupun pelatihan 

terintegrasi secara 

berka1a. 

3 3 3 3 2 3 3 

Memadai 

C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 

, 

KURANG 
MEMADAI 

1 Pimpinan telah 

menetapkan kebijakan 

pengelolaan risiko yang 

memberikan kejelasan 

arah pengelolaan risiko 

2 3 2 2 2 3 2 Kurang 
Memadai 

2 Pimpinan menerapkan 

pengelolaan risiko dan 

pengendalian dalam 

pelaksanaan tugas dan 

pengambilan 

3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

3 Pimpinan membangun 

komunikasi yang baik 

dengan anggota 

organisasi untuk berani 

mengungkapkan risiko 

dan secara terbuka 

menerima/ menggali 

pelaporan 

risiko/masalah 

2 3 3 3 3 2 3 Memadai 
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NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

4. Gaya pimpinan dapat 

mendorong pegawai 

untuk meningkatkan 

kinerja 

3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

5 Pimpinan menetapkan 

Sasaran strategis yang 

selaras dengan visi dan 

misi Pemerintah Daerah 

3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

6 Rencana/ sasaran 

strategis Pemerintah 

Daerah telah dijabarkan 

ke dalarn sasaran 

Perangkat Daerah dan 

tingkat operasional 

Perangkat Daerah 

3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

7 Rencana strategis dan 

rencana kerja Pemerintah 

Daerah telah menyajikan 

informasi mengenai risiko 

2 2 3 3 2 3 2 Kurang 

Memadai 

8 Adanya transparansi 

dan ketepatan waktu 

pelaporan pelaksanaan 

peran dan tanggung 

jawab masing-masing 

dalarn pengelolaan 

risiko 

3 4 3 3 4 3 3 Memadai 

D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

YANG TEPAT MEMADAI 

1 Kriteria pendelegasian 

wewenang telah 

ditentukan dengan 

tepat 

3 4 3 4 3 2 3 Memadai 
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2 Pendelegasian 

wewenang dan 

tanggung jawab 

dilaksanakan secara 

tepat 

3 4 3 4 3 3 3 Memadai 

3 Kewenangan direviu 

secara periodik 

2 3 3 3 3 2 3 Memadai 

E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN 

YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KURANG 

MEMADAI 

1 Pemerintah Daerah telah 

memiliki Kebijakan dan 

prosedur pengelolaan 

SDM yang lengkap 

(sejak rekrutmen 

sampai dengan 

pemberhentian 

pegawai) 

2 3 2 3 3 3 3 Memadai 

2 Rekruitmen, retensi, 

mutasi, maupun 

promosi pemilihan SDM 

telah 	dilakukan 

dengan baik 

2 3 2 3 3 2 3 Memadai 

3 Insentif pegawai telah 

sesuai dengan 

tanggung jawab dan 

Kinerja 

3 4 3 1 4 3 3 Memadai 

4 Pemerintah Daerah telah 

menginternalisasi 

budaya sadar risiko 

2 3 2 2 3 2 2 Kurang 
Memadai 
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NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

5 Adanya pemberian 

reward dan/ atau 

punishment atas 

pengelolaan risiko 

(Misalnya 

mempertimbangkan 

pertanggunawaban 

pengelolaan risiko 

dalam penilaian 

kinerja) 

2 3 2 2 4 

Memadai  

3 2 

Kurang 

6 Terdapat evaluasi 

kinerja pegawai, dan 

telah dipertimbangkan 

dalam perhitungan 

penghasilan 

2 3 2 2 3 3 2 Kurang 
Memadai 

7 Instansi telah 

mengalokasikan 

anggaran yang 

memadai untuk 

pengembangan SDM 

2 3 2 1 3 2 2 Kurang 
Memadai 

F PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN 

MEMADAI PEMERINTAH YANG EFEKTEF 

1 Inspektorat Daerah 

melakukan reviu atas 

efisiensi/ efektivitas 

pelaksanaan setiap 

urusan/ program 

Secara periodik 

3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

2 Inspektorat Daerah 

melakukan reviu atas 

kepatuhan hukum dan 

aturan 

I lainnya 

3 3 3 

I 

3 

I 

3 3 

1 

3 

1 

Memadai 

1 
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NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

3 Inspektorat Daerah 

memberikan layanan 

fasilitasi penerapan 

pengelolaan risiko dan 

penyelenggaraan SPIP 

2 2 3 3 3 3 3 Memadai 

4 APIP telah 

melaksanakan 

pengawasan berbasis 

risiko. 

3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

5 Temuan dan 

saran/rekomendasi 

pengawasan APIP telah 

ditindaklanjuti 

3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

G HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI 

PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI 

1 Hubungan kerja yang 

baik dengan 

instansi/organisasi lain 

yang memiliki 

keterkaitan operasional 

telah terbangun 

3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

2 Hubungan kerja yang 

balk dengan instansi 

yang terkait atas fungsi 

pengawasan/peemriksa 

an (Inspektorat Daerah, 

BPKP, dan BPK) telah 

terbangun 

3 3 3 4 3 3 3 

Memadai 

Keterangan: 

Kolom c diisi dengan jawaban responden Ket Jawaban : 

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun 

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi 

belum konsisten 
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3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi 

masih bisa ditingkatkan 

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan 

baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain 

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan 

pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur 

lingkungan pengendalian 

Misal : 

kesimpulan tiap pertanyaan: 

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan 

"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 

atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: 

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub 

unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila 

terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang 

"Kurang Memadai" 

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian 

melalui reviu dokumen. 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah 

daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

permasalahan permasalahan dalarn lingkungan pengendalian. 

Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data 

yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai 

contoh data yang cligunakan untuk menilai kelemahan kondisi 

lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah 

secara umum yaitu : 

1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah dan LHP BPK; 

2) Berita pada media massa. 

Dan i data di atas, selanjutnya, clisimpulkan kondisi 

kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah 

daerah. Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut : 
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Nama Pemerintah Daerah 	: Pemerintah Kota XYZ 

Tahun Penilaian 2020 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Bidang Kesehatan 

No. Sumber 

data 

Uraian Kelemahan Klasifikasi 

a b C e 

1 Media 

massa 

- Banyak terjadi 

pencopotan/mutasi 

pejabat daerah karena 

tersangkut kasus 

hukum 

Penegakan 

integritas clan nilai 

etika 

Komitmen terhadap 

kompetensi 

- Pegawai belum 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi 

dan Pengalam an 

2 LHP BPK 

No. Xxx 

tanggal 

xxx 

tentang 

Hasil 

Pemeri 

ksaan 

BPK 

atas 

Efektifit 

as 

Pengelo 

laan 

Sumbe 

r Daya 

Keseha 

tan 

JKN 

- Pemerintah Kota XYZ 

belum memiliki strategi 

dalam pemenuhan dan 

pendistribusian SDM 

kesehatan di 

Puskesmas 

Penyusunan dan 

penerapan 

kebiajakan yang 

sehat tentang 

pembinaan SDM 

- Kualifikasi dan 

kompetensi Dokter 

serta tenaga kesehatan 

di RSUD Kota XYZ 

belum memenuhi 

kebutuhan akan 

Komitmen terhadap 

kompetensi 

_ Pemenuhan tenaga 

kesehatan di RSUD 

Kota XYZ belum 

memperhatikan tingkat 

kebutuhan dalam 

pemberian pelayanan 

kesehatan 

Penyusunan dan 

penerapan 

kebijakan yang 

sehat tentang 

pembinaan SDM 
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3 SK 

Inspektur 

No. Xxx 

tanggal 

xxx 

tentang 

PIOT 

Inspektor 

At 

- Inspektorat Daerah 

belum melakukan 

audit kinerja atas 

penyelenggaraan 

urusan kesehatan 

dalam tingkat strategis 

Peran APIP yang 

efektif 

4 LHP BPK 

No. Xxx 

tanggal 

>Doc 

tentang 

Hasil 

Pemeriksa 

an atas 

Kinerja 

Penyeleng 

garaan 

JICN 

- Pelayanan pasien BPJS 

di Kota XYZ belum 

optimal dan terdapat 

regulasi Dinas 

Kesehatan Kota XYZ 

tidak berjalan 

sebagaimana mestin.ya 

yaitu ketentuan 

mengenai praktek 

Dokter 

Kepemimpinan 

yang kondusif 

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur 

Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. 

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environtrnent Evaluation (CEE). 

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 

pegawai terhadap gam  baran atas kondisi lingkungan 

pengendalian urusan Wajib/Pilihan pemerintah daerah. Survei 

tersebut dapat menggunakan metode Control Environment 

Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas 

pengendalian/ Control 	Self Assessment 	(CSA) 	yang 

diaplikasikan pada lingkungan pengendalian. 

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam 

atau dikiarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada 

beberapa responden terpilih yang memahami urusan 

wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. 
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Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern 

pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan 

oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang 

memadai. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada 

urusan wajib pelayanan dasar bidang 	 Kesehatan 

ditemukan kelemahan lingkungan pengendalian pada sub 

unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat 

tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun 

prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik. 

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 

wajib/ pilihan. 

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 

selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian 

pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. 

Ilustrasi dapat clisajikan sebagai Form 2. 

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi 

apabila cliperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang 

kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka 

penarikan kesimpulan. 

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan 

pengendalian adalah sebagai berikut : 

I) Penegakan integritas dan nilai etika 

Banyak terjadi pencopotan./mutasi pejabat daerah karena 

tersangkut kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi 

dan pengalaman. 

b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga 

kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi 

kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era 

JKN. 

3) Kepemimpinan yang kondusif 

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan 

risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan 

risiko. 

b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah 

belum menyajikan informasi mengenai risiko. 
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c) Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan 

terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak 

berjalan sebagaim ana mestinya yaitu ketentuan 

mengenai praktek Dokter. 

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan SDM 

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya 

sadar risiko. 

b) Belum terdapat pemberian reward dan/ atau 

punishment atas pengelolaan risiko. 

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan 

dalam perhitungan penghasilan. 

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai. 

e) Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam  

pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di 

Puskesmas. 

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum 

memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. 

5) Perwujudan peran APIP yang efektif 

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja yang 

dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah 

yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit 

kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada 

Dinas Kesehatan. 

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang 

baik, sedapat mungkin Walikota/Kepala Perangkat Daerah 

diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan 

pengendalian. Sirapulan akhir atas kondisi lingkungan 

pengendalian Pemerintah Daerah akar' menjadi dasar bagi 

penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan 

pengendalian. 

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat 

mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE). 
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Form 2 

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ 

Nam.a Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ 

Tahun Penilaian 2018 

No Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei 

Persepsi 

Simpulan Penjelasan 

Hasil Uraian Hasil 
_ 

Uraian 

a B c d 
_ 

e f g h 

1 Penegakan 

integritas dan 

nilai etika 

Kurang 

Memadai 

Banyak terjadi 

pencopotan/mutasi 

pejabat daerah karena 

tersangkut kasus 

hukum 

Memadai Kurang 

Memadai 

Banyak terjadi 

pencopotan/mutasi pejabat 

daerah karena tersangkut kasus 

hukum 

2 Komitmen 

terhadap 

kompetensi 

Kurang 

Memadai 

pegawai belum 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi 

dan pengalaman 

kualifikasi dan 

kompetensi dokter 

Memadai Kurang 

Memadai 

Pegawai belum ditempatkan 

sesuai dengan kompetensi dan 

pengalaman 

Kualifikasi dan kompetensi 

Dokter serta ten.aga kesehatan di 

RSUD Kota XYZ belum 

Hukum
Textbox



45 

- 
serta tenaga 

Kesehatan di RSUD 

Kota XYZ belum 

memenuhi kebutuhan 

akan pemberian 

pelayanan Kesehatan 

di Era JKN 

memenuhi kebutuhan akan 

pemberian pelayanan kesehatan di 

Era JKN 

3 Kepemimpinan 

.yang kondusif 

Kurang 

Memadai 

Pelayanan pasien BPJS 

di Kota XYZ belum 

optimal dan terdapat 

reg,ulasi Dinas 

Kesehatan Kota XYZ 

tidak berjalan 

sebagaimana mestinya 

yaitu ketentuan 

Puskesmas belum 

sepenuhnya 

menyediakan seluruh 

kebutuhan farmasi 

untuk mendukung 

pelayanan kesehatan 

Kurang 

Memadai 

Pimpinan 

belum 

menetapkan 

kebijakan 

pengelolaan 

risiko yang 

memberikan 

kejelasan arah 

pengelolaan 

risiko rencana 

strategis dan 

rencana kerja 

Pemerintah 

Daerah belum 

Kurang 

Memadai 

Pimpinan belum menetapkan 

kebijakan pengelolaan risiko 

yang memberikan kejelasan arah 

pengelolaan risiko 

Rencana strategis dan rencana 

kerja Pemerintah Daerah belum 

menyajikan informasi mengenai 

risiko Pelayanan pasien BPJS di 

Kota XYZ belum optimal dan 

terdapat regulasi Dinas 

Kesehatan Kota XYZ tidak 

berjalan sebagaimana mestinya 

yaitu ketentuan mengenai 

praktek Dokter 
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secara memadai menyajikan 

informasi 

mengenai 

risiko 

4 Struktur 

organisasi 

sesuai 

kebutuhan 

- - Memadai- Memadai - 

5 Pendelegasian 

wewenang dan 

tanggung jawab 

yang tepat 

- - Memadai- Memadai - 

6 Penyusunan dan 

Penerapan 

Kebijakan yang 

Sehat tentang 

Pembinaan 

SDM 

Kurang 

Memadai 

Pemerintah Kota XYZ 

belum memiliki 

strategi dalarn 

pemenuhan dan 

pendistribusian SDM 

kesehatan di 

Kurang 
Memadai 

Pemerintah 

Daerah belum 

menginternali 

sasi budaya 

sadar risiko. 

Belum 

Kurang 

Memadai 

Pemerintah Daerah belum 

mengintemalisasi budaya sadar 

risiko. Belum terdapat 

pemberian reward dan/atau 

punishment atas pengelolaan 

risiko (Misah-iya 
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Puskesmas 

Pemenuhan tenaga 

kesehatan di RSUD 

terdapat 

pemberian 

reward 

mempertimbangkan 

pertanggunawaban 

pengelolaan risiko dalam 

Kota XYZ belum dan/atau penilaian kinerja). Evaluasi kinerja 

memperhatikan punishment pegawai belum dipertimbangkan 

tingkat kebutuhan atas dalam perhitungan penghasilan. 

dalam pemberian pengelolaan ancroaran pengembangan SDM 

pelayanan kesehatan risiko belum memadai Pemerintah Kota 

(Misalnya XYZ belum memiliki strategi 

mempertimban dalam pemenuhan dan 

o-kan b pendistribusian SDM kesehatan di 

pertanggungja Puskesmas Pemenuhan tenaga 

waban kesehatan di RSUD Kota XYZ 

pengelolaan belum memperhatikan tingkat 

risiko dalam kebutuhan dalam pemberian 

penilaian 

kinerja). 

pelayanan kesehatan 

Evaluasi 

kinerja 

pegawai 

belum 
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dipertimbangk 

an dalam 

perhitungan 

penghasilan 

anggaran 

pengembanga 

n SDM belum 

memadai 

7 Perwujudan 

peran APIP 

yang efektif 

Kurang 

Memadai 

Inspektorat 

Daerah belum 

melakukan audit 

kinerja atas 

penyelenggaraan 

urusan kesehatan 

dalam tingkat strategis 

Memadai Kurang 

Memadai 

Inspektorat Daerah belum 

melakukan audit kinerja atas 

penyelenggaraan urusan 

kesehatan dalam tingkat 

strater,ois 

8 Hubungan 

Kerja yang Baik 

dengan Instansi 

Pemerintah 

Terkait 

- - Memadai Memadai 
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Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian 

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan 

dokumen 

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan 

dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi 

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei 

persepsi, jika hasil antara penilaian awal clan survei persepsi 

bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan 

professional judgement untuk menyimpulkannya 

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan. 
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Tujuan 

Keluaran 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Waktu 

"114111111111111111111111111."` 
icientifikosi risiko 

• Mengicientifikasi 
risiko 

11111111111110 

2. Penilaian Risiko 

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut : 

- Menetapkan konteks/tujuan don memilih tujuan yang akon ciilakukan 
penilaian risiko 

- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko 
- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun 

RTP-nya) 

- Dot tar tujuanisasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan 
dan indikator kinerjanya 

- Daftar tujuanisasaran strategis (Entitas) OPD 
- Donor tujuan kegiatan utarna OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator 

keluarannya 
Kenos Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis 
Pemerintah Daerah 

- Kertas Kerja ldentifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis 
(Entitcrs) OPD 

- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan 
Operasional OPD 

- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah 
Daerah, Strategis (Entitas) OPD, don Operasional OPD 

- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib don Pilihan Strategis 
Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, clan Operasional OPD 

Strategis Pemerintah Daerah 
-Sekda selaku Koordinator 
-UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) 
-Fasilitator 
Strategis (Entitas) OPD 
-Sekda selaku Koorclinator 
-UPR Tingkat Es.1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD 
-Fasilitator 
Operasional OPD 
-Kepala OPD 
-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3,4 OPD Fasilitator 

Strategis Pemerintah Daerah 
-Penyusunan RPJMD 
-Direyiu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunan KUA/PPAS 
Strategis (Entitas) OPD 
-Pada soot penyusunan Renstra OPD 
-Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunan RKA-OPD 
Operasienal OPD 
Pada soot penyusunan RKA-OPD 

Sumber data utama 	CSA/FGD 

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan 

cligambarkan sebagai berikut : 
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• Melakukan anctlisis 
risiko 

4, Memvaliciasi risiko 

• Mengevaluasi 
pengendalian 
yang ada clan 
yang dibutunkon 

IP menyusun 
Rencana Tindak 

• Pengendalian RTP 

• Menetapan 
Kontekst Tujuan 
yang akan 
dilakukan 
penilaian risiko 

• menylapkan 
penilaian risiko 
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SASARAN UNIT 1,1E5A 

St.“4.4111R DATA TINCAA f Pt NILAIAN 

KNIKO 

NDtKAiOR KiNERJA 

OPD 
lndikator KInerja 	 Penilaian Riuko 
Sasaran Stmteg.s 	IStrategis tEntitasI OPD 

(Entitat) OPO 1, Z, 3. 	 1. 2. 3, Dm 
Ost 

.fr-434. e tor 
S.K.1,10Strateg. 

Pen, erint at, Daecan pAtla 

DePrah 
'eme..untar3 Dae..11, 	" 

Tujuan & 5.352ran 
Strategss (Entutas)OPO 

1 RENSTRA OPD 1, 2, 3, 

Dst 

PENR-RINTA14 
OntiirsH 

RP1MD 
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a. Menetapkan konteks/tujuan 

1) Penetapan konteks clan pemilihan tujuan yang akan 

dilakukan penilaian risiko. 

Tahap pertam a pelaksanaan penilaian risiko adalah 

menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan 

ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah 

Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan 

tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami 

tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada 

setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan clianalisis. 

Tujuan dan i tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 

memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja 

organisasi yang akan clicapai. Keluaran yang diharapkan 

pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, 

indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, 

entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah 

didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah clan. 

Pimpinan Perangkat Daerah. 

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja 

(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai 

berikut : 

OPD Ften/13KASIDID Tujuan & Sasaran Inclik at or Kinervi Penda,an Risiko 

I OPD 1, 2.  3. Ost Operasional Kep-stan 000 1. 2. Operastorta1OPD 1. 
(Kevatan)OPO 1. 2 

3.013 

7. 3. Dm 	1 
f , 

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian 

risiko clidasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan 

tersebut merupakan tujuan yang paling utam a dan 

dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam 

pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera 

ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan 
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yang mendukung pencapaian target program prioritas 

nasional yang tercantum dalam RPJMN. 

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan 

berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan 

dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan 

pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai 

kebutuhan. 

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat 

clijelaskan sebagai berikut : 

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah. 

Ikhtisar penetapan 	tujuan 	strategis pemerintah 

daerah disajikan sebagai berikut : 

^"W 
"Tujuon 	 : Memperoteh intormosi tujuan/sosaran strategis Pemerintah Daerah untuk 

tiop-tiap urusan don indikator kinerjanya 

Keluaran 	 Dottar tujuan/sosaran strategis pemerintoh daerah 
don indikotor kinerjanyo 

- Dollar Uruson Wajib/Pilihan don OPD yang Terkait 

Peloksano/Pihak Terkait 	- Sekda selaku Koordinator 
- Unit Pernik Risiko Pemerintoh Daerah (Kepoto Daerah dan Kepola 

OPD/SKPD) 
- Fasilitotor 

- Penetapon konteks ditoksonakon pada soot penyusunan RNIND 
Waktu 	 -  Direviu/ dimutokhirican setiap tahun pada soot penyusunan KUA/PPAS 

RPJN4D 
Sumber data utoma 

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah 

pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis 

yang tertuang dalam. RPJMD. Namun demikian, dalam 

penetapan konteks strategis pemerintah daerah, 

pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan 

dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai 

dengan visi dan misi Walikota atau pertimbangan 

profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi 

prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan 

selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". 

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kota 

XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah 

yang akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu 

tujuan 1 dan i misi 1, tujuan 1 dan i misi 2, dan tujuan 1 
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dan i misi 3. Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan 

strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah: 

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dani 

Walikota, dan Kepala Perangkat Daerah 

(pejabat eselon 2) yang memiliki keterkaitan secara 

fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, 

antara lain pada : 

a) Dinas Kesehatan; 

b) RSUD Kota XYZ; 

c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB); 

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam 

CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh 

pejabat eselon 3 dan i Perangkat Daerah narnun 

sifatnya sebagai pendamping. 

(2) Fasilitator 

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu 

instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah 

demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator 

dapat berasal dan i Tim BPKP, Komite Pengelolaan. 

Risiko, Inspektorat Daerah, atau pihak lain yang 

berkompeten. 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 

(a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta 

data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, 

uraian tugas dan jabatan, dsb; 

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator 

Kinerja Utam.a terkait tujuan strategis yang 

diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam 

RPJMD; 

(c) Identifikasi data atau informasi lain yang 

relevan misal prioritas pembangunan atau 

program 	unggulan 	terkait 	dengan 

tujuan/sasaran dan i urusan wajib/pilihan yang 
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dipilih berdasarkan RPJMD; 

(d) Menetapkan sasaran clan. IKU strategis 

pemerintah daerah yang akan dilakukan 

penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan 

penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian 

sasaran sesuai kebutuhan; 

(e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana contoh 

form 3 

Beberapa hal yang perlu cliperhatikan dalam 

tahap ini : 

(a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat 

perbedaan antara tuju an / sasaran/ indikator 

menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika 

terdapat perbedaan, maka peserta FGD 

menyepakati tujuan/ sasaran/in.dikator yang 

akan digunakan untuk keperluan penilaian 

risiko; 

(b) Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat menjacli 

bahan masukan bagi perbaikan dokumen 

perencanaan (RPJMD). 

Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 
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Namo Pernerintc.th Daerah 	Pemerintah Kabupoten XYZ 
%than Penilaian 	 2018 
Periode yang clink,' 	 • Tahan 2019-2023 

	 41111.41111,14111110111‘1.algiror" . 

Sumber Data 
	

RPJMD Kabupaten XYZ Tabun 2019-2023 

lujuon Strategis RPJMD 	Tujuon 1.1 Meningkatnyo kualitas tato kelolo pernerintahan 
Tuition 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 
Tujuon 2.1 Meningkatnya kualitos transpoitasi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya KelayakhuMon 
Tuition 2.3 Meningkatnya akses komunikasi don informasi 
Tuition 24 M.enurunnya resike bencono 
Tujuon 2.5 Meningkatnya kuatitas lingkungan hidup 
Tujuon 3.1 Meningkatnya okses don kualitos pendidikon 
Tuition 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Tujuon 3.3 Meningkatnya kesejohteraan sosial 
Tujuon 3.4 Meningkatnyo oartisipasi perempuon dadm pernbangunan 
Tuition 4.1 Meningkatnya laju porturrbuhan ekonomi 
Tuition 4.2 MenIngkatnyo perneratoon ekonomi 

Penetopan Konteks 	Tujuon 3.2 Meningkatnya derojat kesehatan masyorakat 
Risiko Strategis Pemdc 

Dinas Terkait 	 - Dnas Keseholon 
- RSUD Kabupaten XY.? 
- Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendoldn 

Penduduk don Keluorga Berencono (DP3AP2KB) 
- Dinas Pekerjaan Umum don Perorrahon Rakycit 

Sasaron RPJMD 	 Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kesetamotan ibu anak 
Sasaran 12.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat 
Sosaran 3.2.4 Meningkatnya prestosi Otahraga di Kabupaten XYZ 
Sosuran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemucia dalom 

IKU Sasaran RPJMD 	Usia Horapon Hrdup clitentukan oieh ium1oh kematian bayt jika ongka 
RPJMD 	 kematian bay i besot, maka usia angka haropan hidup rendah. 

Prioritas Pembongunan 
don Program Unggulan 

 

Prioritas pornbongunan: 
Program Peningkoton Keselamoton Ibu Melahirkan don Anak 

- Program Peningkoton Peloynnan Kesehatan Anak Baiito 
- Program Pencegohan don PenangguIongon Penyokit MenuIor 
- Program Standorisasi Pelayman Kesehaton 
- Program Promosi Kesehatan don Pemberdayaan Masyorakat 
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

  

    

Tujuon, Sosaron,1ku 
yang akar) dilokukan 
penitoion ris&o 

 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajot kesehotan masyarakat 
Soso= 3.2.2 Meningkutnyo kualitas kesehatan masyurakat 
1Program Peningkatan Keselomatan Ibu Melohirkan don Anak 

 

b) Penetapan 	Konteks/Tujuan 	Strategis 	(Entitas) 

Perangkat Daerah 

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) 

Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut : 

"1111111110111,' 
Tujuon 	 Memperoleh informasi tujuon/sosaran strategis (Entitas) OPD yang terkait 

untuk tiap -trap urLson don ind ator kinerjanya 

<eluaran 	 Dollar tujuanisascron strategis (Entitas) OPD yang terkoit untuk hap-hap 
urusan don indikator kinerjanyo 

- Sekda seloku Koordinotor 
PelaksonajPihak Terkait : 	Unit Pernilik Risko Tingkat Eseon I don 2 (Kepolo OPD/SKPD clan Kabag/Ka 

bid OPD) 
- Fasilitotor 

Waktu 	 : - Patio soot penyusunan Renstro OPD 
- Direviuldirnutakhirkan setiap tahun podo soot penyusunan RKA-OPD 

Sumber data utarra 	Rerstra OPD 
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Form 3 

CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH 
DAERAH 

Nam a Pemerintah Daerah: 	Pemerintah 	Kota 	XYZ, 	Provinsi 	ABC 

Tahun Penilaian 2018 

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 

Sumber Data RPJMD Kota XYZ Tahun 2019-2023 

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola 

pemerintahan 

Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas 

transportasi 

Tujuan Strategis Tujuan 2.2 Meningkatnya 

RPJMD Kelayakhunian 

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan 

informasi 

Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana 

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lin.gkungan hidup 

Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas 

pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial 

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan 

dalarn pembangunan 

Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
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Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

Penetapan konteks 

Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat 

Nama Dinas Terkait 

Dinas Kesehatan 

RSUD Kota XYZ 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Sasaran RPJMD 

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak 

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan 

masyarakat 

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup 

sehat 

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di 

Kota XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta 

Pemuda dalam pembang-unan Sasaran 3.2.6 

Meningkatnya 

kesehatan reproduksi 
IKU Sasaran RPJMD Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah 

kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka 

usia angka 

harapan rendah. 

Prioritas 

pembangunan dan 

program unggulan 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 

dan Anak 

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 

Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan 

Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
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Tujuan, Sasaran, 

IKU yang akan 

dilakukan 

penilaian risiko 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas 

kesehatan masyarakat 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 
dan Anak 

  

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan 

yang cliampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan 

menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan 

tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan 

Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator). Langkah penetapan 

konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap 

urusan adalah sebagai berikut : 

(1) Mendapatkan clan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta 

data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utam  a Perangkat 

Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang dfidentifikasi 

yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan 

pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah; 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah 

yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan 

penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai 

kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4 Penetapan 

konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah juga dilakukan 

pada Perangkat Daerah terkait yaitu RSUD Kota XYZ, DP3AP2ICB, 

dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil 

penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah) 

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah Ikhtisar 

penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan 

sebagai berikut : 
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',1111111.11111111r` 
Mempereen .,:ntorrrt:r,  :.!ogrorn. kegoton te(XTKI, itipan keg OMR don 
ind,katof kektoron 1,7!*. • :•;;:; -tiop uquson mijibfptircvoig  dike Iola pie. 
setiop OPD 

Ketuoron 	 Dottor tupon kegiatan utorno OPD untuk Nap- tkip uruson don indikotor 
teluorannyo 

Pcioksono/Pihok Ter kail - Kepato OPD 
- Unit Pernik Risiko F.ngkOt Eselon a 4 
Fostoto,  

Waktu 	 Pada soot pon.yusunon RKA-OPD 

Su mber doo utorno 	Reny.) 

Sumber Doto bin 	: DPA OPD RKPD 

Form 4 

Contoh Penerapan 

penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) 

Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan 

Nam a Pemerintah Daerah 	: 	Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian 2018 

Periode yang dinilai 	: 	Periode RPJMD Tahun 2019-2023 

Urusan Pemerintahan 	: 	Urusan 	Wajib Pelayanan Dasar 

Bidang Kesehatan 

Perangkat Daerah yang Dinilai : 	Dinas Kesehatan. 

Peran Perangkat Daerah 	: 	Perangkat Daerah Koordinator 

Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota XYZ 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Sasaran 

Strategis 

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak 

dan Reproduksi 

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

3. Meningkatnya 	Kualitas 	Pelayanan 	Dasar 

IKU Renstra 

Perangkat 

Daerah 

IKU 2023 

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 

100.000 Kelahiran Hidup 

57 

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 

Kelahiran Hidup 

3,2 

Tujuon 
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Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 
1000 

Kelahiran Hidup 

3,6 

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 

Tenaga Kesehatan yang memiliki 

Kompetensi Kebidanan 

100 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belu 
m 

ada 
IKU Lansia Belu 

m 

ada 
IKU Gizi Belu 

m 

ada 
IKU Kesehatan Reproduksi Belu 

m 

ada 

Informasi lain 

Tujuan, Sasaran., 

IKU yang akan 

dilakukan 

penilaian risiko 

Tujuan Strategis: 

Meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat 

Sasaran Strategis: 

Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, 

Anak dan Reproduksi 

IKU Strategis: 

- Angka Kematian Ibu 

Melahirkan Per 100.000 

Kelahiran Hidup 

- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 
Kelahiran Hidup" 

Dst 
Kota XYZ, 	 2022 
Kepala Dinas Kesehatan 
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Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai 

urusan yang cliampunya. Penetapan tujuan/ konteks 

operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung 

tujuan strategis Perangkat Daerah. 

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut : 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait 

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah 

dipilih sebelumnya; 

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang 

akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan 

dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk 

seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat 

Daerah bisa memilih sebagian program /kegiatan/ sasaran 

sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau 

pertimbangan profesional lainnya; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi. 

(5) Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib 

Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan operasional 

Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebagai 

berikut : 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi 

ABC Tahun Penilaian 2018 

Periode yang dinilai 	: Periode RPJMD Tahun 2019- 

2023 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan 

Dasar Bidang 

Kesehatan 

Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan 
Sumber Data  Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 

Tujuan Strategis  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
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Program Dinas 

Kesehatan 

(Renja 2019) dan. 

Kegiatan Utama 

1. Program Upaya Kesehatan. Masyarakat 

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 
Balita 

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu 

melahirkan dan anak 

Keluaran/Hasil 

Kegiatan 

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 

ibu 

hamil 

2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang 

peserta 

3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil 

resiko tinggi dalam penggunaan Buku 

KIA dan Pasca salin dengan 

pelayanan darah pada sektor 

eksternal 

50 orang 

peserta 

4. Pelatihan Managemen Terpadu 

Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja 

20 orang 

peserta 

5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah 

lanjutan 1 K1 

20 orang 

peserta 

Informasi Lain - 

Kegiatan, dan 

indikator 

keluaran yang 

akan dilakukan 

penilaian 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan 

dan anak 
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risiko 

Kota XYZ, 	 2022 

Kepala Dinas Kesehatan 

1) Menyiapkan penilaian risiko. 

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian 

risiko disajikan sebagai berikut : 

Tujuan 	 - Menetapkan kriteria don skala dampak serta kemungkinan risiko 
Menetapkan skala risiko yang dapat diterima 

Keluaran 	 - Skala dampak don kemungkinan 
- Skala risiko yang dapat diterima 

Pelaksana/Pihak Terkait : - Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2,3 dan 4 
- Fasilitator 

Waktu 	 : - Penyusunan RPJMD 
- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunan KUAIPPAS 

Sumber data utama 	- Pedoman Penilaian Risiko 
- CSAIFGD 

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta 

kemungkinan risiko. 

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu 

kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada 

lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala 

dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui 

FGD. 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 

nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaim ana telah 

disajikan pada lam  piran Bab II pedoman mi. 

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu 

dokumen. 

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke 
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dalarn dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan 

dalam tahap-tahap berikutnya. 

d) Menyiapkan bahan-bahan 

Un.tuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, 

perlu clipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur 

proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur 

organisasi, hash l penilaian atas lingkungan pengendalian, 

formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya. 

b. Identifikasi Risiko 

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam 

pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan 

prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi 

melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang 

cliperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain 

pern.yataan risiko, juga clisampaikan atribut risiko antara lain 

kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat 

penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau 

tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, 

dam  pak risiko, serta penerima dam  pak risiko. 

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini 

menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian 

risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, 

dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh 

Kode Risiko adalah sebagai berikut : 

Tingkat 

Risiko 

Tahun 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Risiko 

Jenis 

Risiko 

Entitas/ 

Perangkat 

Daerah 

yang 

Menilai 

Nornor urut 

risiko di 

Entitas/ 

Perangkat 

Daerah 

Kode 

RSO 19 00 05 01 RS0.20.00.05.01 

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat 

Daerah 

19 	= Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020 
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00 	= Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis 

Perangkat 

Daerah danOperasional) atau tujuan strategis (untuk 

risiko 

strategis Pemerintah Daerah). 

05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko 

strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat 

Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat 
Daerah dan Operasional) 

01 	= Nomor urut risiko 

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana 

form 5. 

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut : 

1) Mengenali 	proses 	dan 	tahapan 	penyelenggaraan 

pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; 

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pernah terjacli dalam setiap tahapan, juga 

mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 

menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko 

urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini 

menggunakan CSA/FGD. 

Form 5 

Contoh Kode Risiko 

Tingkat 

Risiko 

Tahun 

Pelaksanaa 

n Peni1aian 

Risiko 

Jenis 

Risiko 

Entitas / 

Perangkat 

Daerah yang 

Menilai 

Nomor unit 

di. Entitas / 

Perangkat 

Daerah 

Kode 

RSP 1 01 0 01 RSP.20.0 

9 1 1.01.01 

RSO 1 02 0 01 RS0.20.0 

9 5 2.05.01 

ROO 1 03 2 01 R00.20.0 

9 5 3.25.01 
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Tingkat Risiko, terdiri dan i 3 huruf sebagai berikut 

RSP Strategis Pemerintah Daerah 

RSO Strategis Perangkat Daerah 

ROO Operasional Perangkat Daerah 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dan i 2 

angka sebagai berikut 
01 Pendidikan 21 Persandian 

02 Kesehatan 22 Kebudayaan 

03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan 

04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 24 Kearsipan 

05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 25 Kelautan dan perikanan 

Masyarakat 26 Pariwisata 

06 Sosial 27 Pertanian 
07 Tenaga Kerja 28 Kehutanan/Perkebunan 
08 Pemberdayaan Perempuan 87, Pelindungan Anak 29 Energi dan sumber daya mineral 
09 Pangan 30 Perdagangan 
10 Pertanahan 31 Perindustrian 
11 Lingkungan Hidup 32 Transmigrasi 
12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi 

Administratif 
13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD 
14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 35 Pembinaan dan Pengawasan 
15 Perhubungan 36 Perencanaan pembangunan, litbang 
16 Komunikasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan 
17 KUKM 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
18 Penanaman Modal 39 Bencana 
19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik 
20 Statistik 99 Lainnya 

Entitas yang menilai terdiri dan i 2 angka sebagai berikut: 

01 Pemerintah Daerah 18 Dinas Perhubungan 

02 Sekretariat Daerah 19 Dinas Komunikasi dan Informatika 

03 Sekretariat DPRD 20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil 

Menengah 

04 lnspektorat Daerah 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 

05 Dinas Pendidikan 22  Dinas Pariwisata 

06 Dinas Kesehatan 23 Dinas Pemuda dan Olah Raga 

07 Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang 24 Dinas Perindustrian 

08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan 

09 Satuan Polisi Pamong Praja 26 Dinas Pertanian 

10 Dinas Sosial 27 Dinas Perikanan 

11 Dinas Ketenagakerjaan 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 29 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan 
an Aset 

Anak 
Daerah 

13 Dinas Ketahanan Pangan 30 Badan Kepegawaian Daerah 

14 Dinas Lingkungan Hidup 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Hukum
Textbox



67 

17 	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 	 33 RSUD 

Berencana 	 99 Lainnya 

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 

mempertimban.gkan kedua hal tersebut di atas. Peserta 

CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah 

daerah adalah Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, peserta 

CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat 

Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid 

Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional 

Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/ 

Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam 

CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite 

Pengelolaan Risiko, Inspektorat Daerah, atau pihak lain yang 

berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat 

proses pelaksanaan CSA/FGD. 

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada 

Kota XYZ dilakukan sebagai berikut : 

1) Masing-masing peserta menyarnpaikan risiko-risiko yang 

dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih; 

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan 

ditampilkan pada layar LCD; 

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sam.a 

peserta; 

4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; 

5) Mencliskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik 

risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko 

apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak 

risiko, serta penerima dampak risiko). 

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kota 

XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Risiko Strategis Pemerintah. Daerah 

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan 

untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 

mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. 

Tujuan /Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan 

dilakukan pengelolaan risiko : Meningkatnya derajat 
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kesehatan masya.rakat. 

Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi 

Risiko Strategis Pemerintah Daerah : 

a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah; 

b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan. 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah disajikan pada form 6. 
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Fmk" 6 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah 
Daerah 

Nama Pemerintah Daerah: 	Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC 

Nama Perangkat Daerah 	: 	Dinas Kesehatan 

Tahun Penliaian 2019 

Periocle yang clinilai 	: 	Periode RPJMD (Tahun 2019-2023) 

Urusa_n Pemerintaha_n 	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Indillator 

Kinerja 

Risiko Sebab 

C/UC 

Dampak 

Uraian Rode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena - 

Risiko 

a b c d e f g h i j k 

Tujuan Strategis 

Pemerintah Daerah 1: 

Meningkatkan derajat 

keseha tan masyarakat 

Sasaran 3.2.2 

Meningkatnya kualitas 

keseha tan masyarakat 

Usia 

Harapan 

Hidup 

Penerapan Perilaku Hid up 

Bersih Sehat (PHBS) 

rendah 

R'SP.1 

9.01.02 

.01 

Kepala 

Daerah 

Bel urn tersedianya Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) 

(Tidak termasuk prioritas 

anggaran) 

Intel-m-11 C i. Angka kejadian 

Penyakit Tidak 

Menular (PTM) tinggi 

2. Angka kejadian 

Penyakit Menular 

tinggi 

3. Angka stunting 

tinggi 

Kepala Daerah 

Masy-arakat 

Perangkat Daerah 

Terkait 
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Pelayanan kesehatan 

belum memenuhi SPM 

Bidang Kesehatan 

RSP.1 

9.01.02 

.01 

Kepala 

Daerah 

4. Sarana prasarana belum 

memadai (Puskesmas 

PONED tidak tersedia,) 

Internal C AK! tinggi AKB tinggi Akaba 

Peningkatan 	kasus 	&i 

buruk 

Kepala Daerah 

Masyarakat 

Perangkat Daerah 

5. Jumlah tenaga kesehatan Kasus 	HIV 	meningkat Terkait 

belum memadai (Tenaga Kasus TB meningkat Angka 

laboratorium, dokter, 

tenaga kesehatan) 

kejadian 	Penyakit 	Tidak 

Menular (PTM) tinggi Angka 

kejadian Penyakit Menular 

tinggi 

Angka stunting tinggi 

Keterangan : 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercan.tum dalam 

RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 

Kolom e diisi dengan Kode risiko 

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko 

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke 

dalam • Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu 

mengendalikan risiko 

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak 

risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 

strategis Pemerintah Daerah: 

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 

tanggung jawab walikota/ tingkat Pemerintah Daerah 

(misal: peraturan/ monitoring dan lain-lain). 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 

tanggung jawab Walikota, atau hanya bisa clilakukan oleh 

Walikota. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi 

kondisi 	yang memerlukan pengendalian di tingkat 

Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu 

pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, 

misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Walikota 

atau pemantauan oleh Walikota. 

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-

faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat 

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan 

strategis Pemerintah Daerah. 

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan 

tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring 

permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional 

Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ 

tindakan oleh Walikota. 

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko 

yang menurut Walikota merupakan risiko yang penting, 

sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Walikota. 

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah clisetujui/divalidasi 

Walikota. 

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 

dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat 

mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah 

Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis 

Pemerintah Daerah. 

Sebagaimana clicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kota XYZ 
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telah menetapkan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah Urusan Wajib Kesehatan yang akan dilakukan 

penilaian risiko. 

Tuj u an / Sasar an Strategis Dinas Kesehatan yang akan 

dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan: 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dan Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, 

Anak dan Reproduksi. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 

Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan: 

a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak 

dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak 

teratur). 

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan; 

c) Sarana pendukung ANC kurang memadai; 

d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis 

Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana form 7. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 

strategis Perangkat Daerah sebagai berikut : 

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 

tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan 

kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, 

monitoring kepala Perangkat Daerah dll) - Pengendalian 

yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab 

yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah. 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 

Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah 

/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat 

Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian 

tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-

faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat 

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan 

strategis Perangkat Daerah. 
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d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan 

tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk 

menjaring 	permasalahan 	pencapan 	tujuan 

strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan 

penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah. 

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko 

yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko 

yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalia 

oleh kepala Perangkat Daerah. 

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi 

oleh Kepala Perangkat Daerah. 

3) Risiko Operasional 

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan kejaclian yang dapat 

mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. 

Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kota XYZ telah 

menetapkan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan 

dilakukan penilaian risiko. 
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Form 7 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah 

Nam a Pemerintah 	: Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC 

Daerah Nam a Perangkat 	• Dinas Kesehatan 

Daerah Tahun Penilaian 	: 2018 

Periode yang dinilai 	: Periode Renstra (Tahun 2019-2023) 

Tujuan Strategis 	 : Meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat 

Urusan Pemerintahan 	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Bidang Kesehatan 

No Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Risiko Sebab 

C/UC 

Dampak 

Uraian Kode Pemilik Uraian. Sumber Uraian Pihak 

yang 

Terkena 

Risiko 

a b c d e f g h i j k 

1 Tujuan: Meningkatkan 

derajat kesehatan 

masyarakat 

Sasaran Strategis 

Perangkat Daerah: 

Meningkatnya 

1. Angka 

Kematian Thu 

Melahirkan 

Peno-o-unaan 	layanan 

kesehatan 	rendah 

(Persalinan 	tidak 

RS0.1 

9. 

02.02. 

Kepala 

Dinas 

Keseha 

Kurangnya 

Sosialisasi 

Kesehatan 

Internal C Ibu hamil 

tidak 

mengetahui 

Dinkes 

RSUD 

Masyara 

Hukum
Textbox



75 

Keselamatan Ibu, 

Bayi, Anak dan 

Reproduksi 

Per 100.000 

Kelahiran 

Hidup 

2. Angka 

Kematian Bayi 

(AKB) Per 1000 

Kelahiran 

Hidup 

Dilakukan pada faskes, 

kunjungan ibu hamil tidak 

teratur 

01 tan Keterlibatan 

lintas 

program lintas 

sektor 

(Posyandu, 

RT/RW, Lurah, 

Kecamatan, 

Perangkat 

prosedur 

pelayanan 

clan 

tanda-tanda 

bahaya 

kehamilan 

kat 

Daerah 

terkait) rendah 

3. Angka Kualitas pelayanan RS0.1 Kepala Kompetensi Internal C Kepuasan Dinkes 

Kematian APN tidal( 9. Dinas tenaga masyarakat RSUD 

Balita (AKaBa) sesuai SPM Kesehatan 02.02. Keseha kesehatan rendah Masyara 

Per 1000 

Kelahiran 

hidup 

02 tan tentang APN 

(bidan, dokter) 

Rendah 

(tentang 

kualitas dan 

efektivitas 

pelayanan 

rendah 

kat 

SDIDTK MTBS, 

neo Natal 

esensial) 
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4. Cakupan 

Pertolongan 

Persalinan 

oleh Tenaga 

Kesehatan yang 

memiliki 

Kompetensi 

Kebidanan 

Sarana pendukung 

ANC kurang memadai 

RS0.1 

9. 

02.02. 

03 

Kepala 

Dinas 

Keseha 

tan 

- Alat 

pendukung 

ANC tidak 

dikalibrasi 

'- Regen dan 

alat 

pendukung 

ANC kurang 

'- Tenag,a 

laboratorium 

Internal C Kualit as dan 

efektivitas 

pelayanan 

rendah 

Kepuasan 

masyarakat 

rendah 

Din.kes 

RSUD 

Masyara 

kat 

5. Cakupan Mutasi tenaga Kesehatan RS0.1 Kepala Sistem Internal UC Kualitas dan Dinkes 

pelayanan terlatih 9. Dinas kepegawaian efektivitas RSUD 

Kesehatan 02.02. Keseha pelayanan Masyara 

bayi 04 tan rendah kat 

Kepuasan 

masyarakat 

rendah 
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Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko 

terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan: Jaminan 

Persalinan (DAK non fisik). Tujuan Kegiatan tersebut adalah: 

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 

Operasional Dinas Kesehatan: 

a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 

b) Pengadministrasian tidak tepat waktu; 

c) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan 

administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan ldaim , berupa 

dokum entasi. 

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan. 

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional 

Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. 

c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, 

langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ 

pilihan. 

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan. Wajib pelayanan Dasar 

bidang Kesehatan pada Kota XYZ dilakukan me1alui metode CSA. 

Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta 

diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai 

dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di se1embar 

kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dan i seluruh 

peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk 

mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. 

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagaimana form 8. 

2) Memvalidasi risiko 

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya 

dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan Tingkat 

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat 

Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk 

divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan 

untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat 

tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. 
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Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidan.g Kesehatan 

Kegiatan 
Risiko Sebab*) Dampak**) 

Cl 
UC 

Tahap Uraian 

Risiko 

Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak 

yang 

Terkena 

Indik 

ator 

Kelu 

aran 

78 

Folin 8 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Nama Pemerintah daerah : Pemerintah Kota XYZ, 

Provinsi ABC Nama Perangkat Daerah : Dinas 

Kesehatan 

Tahun Penilaian 2018 

Periode yang dinilai 

2019 

Tujuan Strategis 	 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran 

strategis Perangkat Daerah : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
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Jarninan 

Persalinan (DAK 

NON FISIK) 

Terba 

yar 

kanya 

Jamin 

an 

Pertanggungj 

awaban 

Pertanggungja 

wa ban tidak 

tepat walctu 

R00.19. 

02. 

02.01 

Kepala Dinas 

Kesehatan / Kepala 

Bidang Kesmas 

Berkas 

dokumentasi 

pasien 

terlarnbat 

clilengkapi oleh 

rumah sakit 

Eksternal UC Pembayar 

an tidak 

dapat 

segera 

direalisasik 

a n 

Kepala 

Derah 

Rumah 

sakit 

Masyar 

akat 

Penatausah Pengadminist R00.19. Kepala Dinas Berkas Eksternal UC Penabayar Kepala 

aan rasian tidak 02. Kesehatan dokum  entasi an Derah 

tepat waktu 02.02 / Kepala Bidang 

Kesmas 

pasien 

terlarnbat 

dilengkapi oleh 

rumah sakit 

tidak 

dapat 

segera 

direalisasik 

an 

Rumah 

sakit 

Masyar 

akat 

Pelaporan Laporan R00.19. Kepala Dinas Rumah Sakit Ekster- UC Dana DAK Kepala 

Realisasi 02. Kesehatan (RS M. Yunus) nal Triwulan Derah 

Keuangan 02.03 / Kepala Bidang menyampaikan berikutnya Rumah 

Triwulan: 

Kesulitan 

mengumpulka 

n administrasi 

Kesmas klaim tidak 

lengkap 

tidak 

di salurkan 

oleh 

Kemenkeu 

sakit 

Masyar 

akat 

syarat 

pencairan, 
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yaitu 

kelengkapan 

klairn, 

berupa 

Pemantauan Kegagalan R00.19 . Kepala Dinas Evaluasi Internal C Anggaran Dinas 

dan meng,identifik 02. Kesehatan dilakukan Jampersal Kesehata n 

evaluasi asi 

permasalaha 

n 

02.04 / Kepala Bidang 

Kesmas 

terbatas pada 

output (jumlah 

bumil miskin 

yang belitm 

mempunyai 

janainan 

kesehatan 

lainnya 

terlayani 

tidak 

terserap 

100% 

Pemberian Terlak Pereneanaa Data Ibu R00.19. Kepala Dinas Kurangnya Internal C Perencana Kepala 

Layanan sanan n hatnil miskin 02. Kesehatan koorclinasi a n Derah 

ya yang belum 02.05 / Kepala Bidang dengan Dinas kurang Rumah 

Kegiat 

an 

memiliki 

jaminan 

kesehatan 

lainnya dari 

kecamatan 

Kesmas Sosial tepat sakit 

Masyar 

akat 
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dan 

kelurahan 

belum ada 

Pelaksa.naan Adanya R00.19. Kepala Dinas Tidak ada Internal C Rendahny Kepala 

pasien yang 02. Kesehatan database a Derah 

masih 

dikenakan 

biaya oleh 

RS/ Bidan 

02.07 / Kepala Bidang 

Kesmas 

kepuasan 

masyaraka 

t 

Rumah 

sakit 

Masya-

rakat 

(double claim) 

Pelaksanaa Prose R00.19. Kepala Dinas Kurangnya Internal C Terhamba  	Kepala 

n cross 02. Kesehatan kordinasi t- nya Derah 

check 

data 

dengan 

BPJS 

dan 

02.08 / Kepala Bidang 

Kesmas 

pelayana 

n 

Rumah 

sakit 

Masyara-

kat 

Jamkeskot 

yang 

membutuhk 

an waktu 

lama 
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Form 9 

Foiniulir Hasil Analisis Risiko 

Nama Pemda 	 : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi 

ABC Tahun Pendlaian 	2018 

Tujuan Strategis 	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan 	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No. "Risiko" yang 

Teridentifikasi 

Kode 

Risiko 

Analisis Risiko 

Skala 

Dampale) 

Skala 

Kemung 

kinan*) 

Skala 

Risiko 

a b C d e f=dx 
e 

I Risiko Strategis 

1 Penerapan Perilaku Hidup 

Bersih Sehat (PHBS) rendah 

RSP. 19. 

01.01.01 

3 3 9 

2 Pelayanan kesehatan belum 

memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan 

RSP. 19. 

01.01.02 

4 4 16 

II Risiko Strategis Perangkat 

Daerah 1: Dinas Kesehatan 

1 Penggunaan layanan 

kesehatan rendah 

(Persalinan tidak dilakukan 

pada faskes, kunjungan ibu 

hamil tidak teratur) 

RSO. 19. 

01.05.02 

4 3 12 

2 Kualitas pelayanan APN 
tidak 

sesuai SPM Kesehatan 

RSO. 19. 

01.05.03 

4 4 16 

3 Sarana pendukung ANC 

kurang memadai 

RSO. 19. 

01.05.04 

4 2 8 

4 Mutasi tenaga kesehatan 

terlatih 

RSO. 19. 

01.05.10 

4 3 12 

III Risiko Operasional 

Perangkat Daerah 1: Dinas 

Kesehatan 
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1 Data Ibu hamil miskin yang 

belum memiliki jaminan 

kesehatan lainnya dani 

kecamatan dan kelurahan 

belum ada 

R00.19. 

01.05.02 

4 4 16 

2 Perhitungan kebutuhan ROO. 19. 2 2 4 

dana 

tidak tepat 

01.05.03 

3 Proses cross check data R00.19. 3 2 6 

dengan BPJS dan Jamkeskot 

yang membutuhkan 

waktu lama 

01.05.04 

4 Adanya pasien yang masih R00.19. 3 1 3 

dikenakan biaya oleh 01.05.09 

RS/Bidan (double claim) 

5 Pertanggungjawaban tidak R00.19. 4 3 12 

tepat waktu 01.05.10 

6 Pengadministrasian tidak R00.19. 4 2 8 

tepat waktu 01.05.11 

7 Laporan Realisasi Keuangan R00.19. 4 2 8 

Triwulan: Kesulitan 

mengumpulkan administrasi 

syarat pencairan, yaitu 

kelengkapan ldaim, berupa 

dokumentasi 

01.05.12 

8 Kegagalan mengidentifikasi R00.19. 4 3 12 

permasalahan 01.05.13 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b 

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai larnpiran 6a dan 6b 

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata- 

rata/modus skala darnpak yang diberikan peserta diskusi 

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata- 

rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi 

Kolom f diisi dengan basil perkalian antara skala dam.pak dan skala 

kemungkinan 

Hukum
Textbox



84 

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh 

hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut: 

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan 

MATRIKS Dampak/Konsekuensi 

Kecll 	 Besar 

3 

2 

ANALISIS RISIKO 

Hampir pasti 

Kernungkinan 
besar 

Kemungkinan 
kecil 

Sangat jarang  

Tidak 
sicinifikan 

P.00 11 VA. t.s 
RSP .19.00 01 017— 

R9(1 
V000. t 354.1 	t :1 
ROO 	f"J t 

R00.19.01.05 04 	RSO 19.01.05.04 1 
R00.19.01.05.11 
R00.19.01.05.12 

Sangat 
sign ifikan 

2 	 3 	 4 

Keterangan : 

   

Tinggi Sangat 
tinggi 

  

-roinaltt 

    

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis 

"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat", maka Daftar Risiko 

Prioritas Kota XYZ adalah sebagai berikut: 

Nama Pemda 	: Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian 	: 2018 

Tujuan Strategis 	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Risiko 

Prioritas 

Kode 

Risiko 

Ska 

la 

Risi 

ko 

Pe 

mili 

k 

Risi 

ko 

Penyebab Dampak 

a B c d e f g 

I Risiko Strategis 

1 Pelayanan 

kesehatan belum 

memenuhi SPM 

Bidang 

Kesehatan 

RSP.19. 

01.01.0 

2 

9 Kep 

ala 

Dae 

rah 

1 Sarana 

prasarana 

belum 

memadai 

(Puskesmas 

PONED tidal< 

tersedia,) 

2 Jumlah 

tenaga 

kesehatan 

AKI tinggi AKB 

tinggi Akaba 

Peningkatan 

kasus gizi buruk 

Kasus HIV 

meningkat 

Kasus TB 

meningkat 

Angka kejadian 

Penyakit Tidal( 
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belum 

Memadai 
(Tenaga 
laboratorium, 

Menular (PTM) 

tinggi 

Angka kejaclian 

Penyakit 

Menular Tinggi 

angka stunting 

tinggi 

II Risiko Strategis 

Perangkat 

Daerah 1 

1 Sarana 

pendukung ANC 

kurang memadai 

RSO. 19 

.01.05. 

03 

16 Kep 

ala 

Dina 

'- Alat 

pendukung ANC 

tidak clikalibrasi 

'- Regen dan 

alat pendukung 

ANC kurang 

'- Ten.aga 

laboratorium di 

Puskesmas 

kurang 

Kualitas 

pelayanan ANC 

tidak sesuai 

SPM kesehatan s 

III Risiko 

Operasional 

Perangkat 

Daerah 1: Dinas 

Kesehatan 
1 Data Ibu hamil 

miskin yang 

belum memiliki 

jaminan 

kesehatan 

lainnya dani 

kecamatan dan 

kelurahan belum 

ada 

ROO. 19 

.01.05.0 

2 

16 Kep 

ala 

Bida 

nat, 

Kurangnya 

koordinasi 

dengan Dinas 

Sosial 

Perencanaan 

kurang tepat 
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Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk clitangani, 

pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian 

untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko 

(preventO, menurunkan dampak dan i risiko yang 

muncul (mitigattj), atau keduanya. 

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 
lkhtisar Evaluasi Pengendatian yang Ada clan yang Dibutuhkan 

h 
	 ,.• 	 •.14:3 	yai,J 	 -f j(Iti 	• 	4.1,9 

L:2 ,nar.qc-en; 	a‘, 

- 	Or.kWitrs, 
- M.tricrients1,1“.11, 	 rtax,:,:hkorlirr;Oanquri 

Koluor rut - Oottor poogranclation yon9 OCSO untuk mos‘nw mostor) rssiko prroritos 
orus.ors woittripil,hon 

• rtosrl rOontitikosi pongonOollan yon9 rflositt clibututikon untuk trownr1 
-rocrort9 risiko priortros ur at:on wojtbipihhon 

Potakso,r1PWurk Teirko.1 Stratogis Pomo, knob Dacron 
sok,10 	Ki.1,d,Ilftt 

- tcut Priik Risiko 74,r1kot E.No,ort 2 (K-polo OPONXPD Oor, xoborrj<obirt 
OPO) 
s'onlitoto: 

Strategis (Entity's) OPO 
• K‘licto 

One', P,retihk 	ko Locji,01 	00,, 2 

Opera %Iona/ OPO 

onc: 	 • 	:• 	 , 
cO,1,tot, 

WOklu 
	

Strategis Perna/ intah Darman 
Ponykotunon RPJMD 
Oiroviu/ chrnutokhickort sratior) torrun podo Soot ponyt:surlon KVA/PTAS 

Striate** (Entitas) OPO 
- Podo soot ponyusorNon Renstra OPO 
- Orreviu/ chmutorrhirkort setrop tohun pock, soot ponyusurtort RKA -0P0 
Operasional OPO 
Pock, nom p4rrwusunort RKA- OPO 

r tX,  Ciala 	o 	(irS,Alf•OO 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup 

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi 

pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang 

diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut 

selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian clinyatakan 

tidak efektif antara lain jika : 

a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

namun belum m am  pu menangani risiko yang 

teridentifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya. 

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas 

Kesehatan pada Kota XYZ, langkah ini dilakukan sebagai 

berikut : 

a) Risiko Operasional : Data Ibu hamil miskin yang belum 
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memiliki jaminan kesehatan lainnya dan i kecamatan dan 

kelurahan belum ada. 

(1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini 

adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes 

Nomor 3 Tahun 2019). 

(2) Penilaian 	efektfitas 	pengendalian yang ada 

dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). 

Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian 

yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, 

pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan 

diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan 

prosedur baku yang jelas, pengendalian belum 

dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih 

ada risiko lain yang timbul). 

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan 

Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh 

Pemerintah Kota XYZ untuk menangani risiko pada 

Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah Evaluasi 

atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019). 

(4) Penetapan penanggungjawab pengendalian yang 

dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian yang 

dibutuhkan 	terdiri 	dan i 	pihak-pihak 	yang 

berkompeten, berwenang, dan terkait dalam 

membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang. 
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4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 

lkhtisar Penyusunan RTP 

Tujuan - Mengidentifikasi Rencano Tindal; Pengendalian (RIP) untuk mengatasi 
kelemahan lingkungan pengendalaian 

- Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis 
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD don tingkat operasional 
OPD 

Keluaran 	 Daftar Rencona Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 
- Rekapitulasi RIP 

Pelaksana/Pihak Terkait :  Strategis Pemerintah Daerah 
- Kepola Daerah 
- Sekda selaku kordinator 
- Unit Pengeloala Risiko Pemda (Kepala daerah dan kepala OPD/SKPD) 
- Fasilitator 
Strategis (Entitas) OPD 
- Kepola OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atau 2 (Kepala OPD/SKPD dun Kabag/ 

kabid) 
- Fasilitator (opsiona)) 
Operasional OPD 
- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 atau 4  OPD 
- Fasilitator (opsional) 

Strategis Pemerintah Daerah 
Penyusunan RPJMD 

- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunan KUAIPPAS 
Strategis (Entitas) OPD 
- Pada soot penyusunan Renstra OPO 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunan RKA-OPD 
Operasional OPD 
Pada soot penyusunan RKA-OPD 

Sumber data utama 	CSA/FGD 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk 

membangun pengendalian yang cliperlukan guna mengatasi 

kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi 

risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. 

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

    

Merumuskan 
Tindakon untuk 

Mengatost 
Kelernahon 
Lingkungon 

Fongendolian 

vicluniuskan Kept on 
Peng endol.an  yang 
0:butuhkal do'orn 
Rangko Mengatosi 

Risiko 

GNI 

Venydoraskon 
Rencana Tindak 
Pongondohon 

Menyusun 
roncangan inform 
dot korounikOSI Otos 

rSiko don RIP 

Menmun 
ranca Nan 

filOnil Of ing don 
evciuost R1P 

Waktu 
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a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan 

Lingkungan Pengendalian. 

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang 

telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 

Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 

pengendalian intern yang disajikan dalarn lampiran form 

2, selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan untuk 

Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai berikut : 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota XYZ 

Tahun Penilaian : 2019 

No. Kondisi 

Lingkungan 

Pengendalian yang 

Kurang Memadai 

Rencana Tindak 

Perbaikan 

Lingkungan 

Pengendalian 

Penanggung 

jawab 

Target Waktu 

Penyelesaian 

a B c d e 

I Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

1 'Banyak terjadi 

pencopotan/mutasi 

pejabat daerah 

karena tersangkut 

Kasus 

Hukum 

Analisis/kajian 

kelemahan 

pengendalian 

kepatuhan hukum 

Inspektorat 

Daerah 

Triwulan II 

2019 

II Komitmen Terhadap Kompetensi 

1 Pegawai belum 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi 

dan pengalamani 

Penyusunan peta 

kompetensi dan 

perbaikan SOP 

penempatan 

pegawai 

BKPSDM Triwulan III 2019 

2 Kualifikasi dan 

kompetensi Dokter 

serta tenaga 

kesehatan di RSUD 

Kota XYZ belum 

memenuhi 

kebutuhan akan 

pemberian 

pelayanan 

Recruitmen dokter 

dan tenaga 

kesehatan 

Dinas 

kesehatan 

Triwulan III 

20219 
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kesehatan di Era 

JKN 

III Kepemimpinan yang kondusif 

1 Pimpinan belum 

menetapkan 

kebijakan 

pengelolaan risiko 

Penyusunan 

kebijakan 

pengelolaan 

risiko 

Sekda Triwulan I 2019 

2 Rencana strategis 

dan rencana kerja 

pemda belum 

menyajikan 

informasi 

mengenai risiko 

Penilaian risiko 

rencana strategis 

dan rencana kerja 

Sekda, BPPD Triwulan I 2019 

3 Pelayanan pasien 

BPJS di Kota XYZ 

belum optimal dan 

terdapat regulasi 

Dinas Kesehatan 

Kota XYZ tidak 

berjalan 

sebagaimana 

mestinya yaitu 

ketentuan mengenai 

pralctek Dokter 

Evaluasi 

pemberian 

layanan dan 

kepatuhan 

regulasi 

Inspektorat 

Daerah 

Triwulan I 2019 

IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang 

Pembinaan 

SDM 

1 Pemda belum 

menginternalisasi 

budaya 

sadar risiko 

Sosialisasi budaya 

risiko pada setiap 

rapat bulanan 

Sekda Setiap bulan 

2 Belum terdapat 

pemberian reward 

dan/ atau 

punishment atas 

pengelolaan 

risiko 

Kajian rancangan 

pemberian reward 

dan/ atau 

punishment atas 

pengelolaan risiko 

BKPSDM Triwulan. I 2019 

3 Evaluasi kinerja 

pegawai belum 

Kajian rancangan 

perhitungan hasil 

BKPSDM Triwulan I 2019 
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dipertimbangkan 

dalam perhitungan 

penghasilan 

kinerja terhadap 

penghasilan 

4 Anggaran 

pengembangan SDM 

belum 

memadai 

Kebijakan efisiensi 

penggunaan 

anggaran 
BKPSDM 

Triwulan I 2019 

5 Pemerintah Kota 

XYZ belum memiliki 

strategi dalam 

pemen.uhan dan 

pendistribusian SDM 

kesehatan di 

Penyusunan 

strategi 

pemenuhan 

dan 

pendistribusian 

SDM kesehan 

(Rekomendasi 

BPK) 

Dinas 

kesehatan 

Triwulan II 2019 

6 Pemenuhan tenaga 

kesehatan. di RSUD 

Kota XYZ belum 

memperhatikan 

tingkat kebutuhan 

dalam pemberian 

Perbaikan 

sistem 

Pemenuhan 

tenaga 

kesehatan di 

RSUD 

Kota XYZ 

RSUD Kota 

XYZ 

Triwulan II 2019 

V Perwujudan Peran APIP yang Efektif 

1 Inspektorat Daerah 

belum melakukan 

audit kinerja atas 

penyelenggaraan 

urusan kesehatan 

dalam tingkat 

strategis 

Perbaikan 

prosedur 

pengawasan 

kinerja dan 

pen.yusunan 

PKPT 

inspektorat 

Daerah 

Inspektorat 

Daerah 

Triwulan I 2019 
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b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 

dalam Rangka Mengatasi Risiko. 

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan 

pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. 

Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun 

perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko 

membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan 

kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan 

bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. 

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 

(1) Menghindari risiko (avoid) 

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak 

memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat 

meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat 

menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat 

menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidal( tepat 

justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya 

atau mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh 

manfaat. 

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya 

risiko (abate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 

kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan 

terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah 

lain yang juga digunakan adalah pencegahan 

(prevention). 

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/ dam  pak risiko 

(mitigate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ 

mengurangi konsekuensi/ dam  pak risiko agar 

kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga 

digunakan adalah penanggulangan. 

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu 

istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce). 

Hukum
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(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko 

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung 

atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya 

antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan 

struktur organisasi seperti kemitraan dan joint 

ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan 

kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan 

instansi lain, umumnya akan terdapat biaya fmansial 

atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. 

Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun 

sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko 

mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang 

memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat 

mengelola risiko itu secara efektif. 

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/ retain) 

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada 

risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus 

ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki 

pilihan respon yang lebih baik, selain menerima 

risiko tersebut. 

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko 	Strategis 

Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat 

Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian 

tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk 

Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target 

Waktu Penyelesaian. Sebagai contoh pada penilaian Risiko 

untuk tujuan strategis "Menin.gkatkan derajat kesehatan 

masyarakat" disajikan sebagaimana form 10 (kolom g-i), 

selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas 

dan RTP-nya disajikan dalam form 10. 
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Contoh Rencana Tindak Pengenilatian untuk Mengatasi Risiko 

Nat.. a Pemerintah Daerah 
	

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penitaian 	 : 2018 
Tujuan Strategis 	 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan 	: Urusan Wajib Petayanan Dasar Bidang Kesehatan 

'Pelayanan kesehatan belum Rekrutmen tenaga honorer Kepala Daerah Triwulan IV 
memenuhi SPM Bidang Kesehatan kesehatan 2019 

II 	Risiko Strategis OPD: Dines 
Kesehaton (2019-2023) 

Sarana pendukung ANC kurang 
rnemadai 

Evaluasi otos Implementasi 
SOP Alat Kalibrosi 

Kepala Dinos Triwulon 12019 

Evaluasi otos Implernentasi Kepala Dines Triwulan 11 2019 
Standar Pelayanan 
Puskemas 

Risiko Operasional OPD:Dinas 
Kesehaton (2019) 

1 Data Ibu hamil miskin yang belum 
memiliki jaminan kesehaton 
lainnya dad kecamotan dan 
kelurohan belum ado 

 

Evaluasi atas Implementosi 
(Permenkes Nomor 3 Tahun 
2019) 

 

Kepola Raglan 	Triwulan I 2019 

    

     

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang 

dibangun yang dicontohkan pada gam  bar diatas merupakan 

bentuk dari "mengubah/ mengurangi munculnya risiko 

(abate)". 

1 

1 
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Form 10 

Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

Nama Pemda 	: Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian 2018 

Tujuan Strategis 	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Risiko Prioritas 

Kode 

Risiko 

Uraian 

Pengendalian 

yang Sudah 

Ada *) 

Celah 

Pengendalian 

Rencana Tindak 

Pengendalian 

Pemilik/ 

Penang- 

gang 

Jawab 

Target 

Waktu 

Penyelesai-

an 

a b c d e f g h 

I Risiko Strategis 

1 Pelayanan kesehatan 

belum memenuhi SPM 

Bidang Kesehatan 

RSP.19.0 

1.01.02 

SOP Pertolongan 

Persalinan 

Prosedur 

pengendalian tidak 

dapat dilaksanakan 

Recruitmen tenaga 

honorer kesehatan 

Kepala 

Daerah 

firiwulan IV 

2020 

II Risiko Strategis Dinas 

Kesehatan 

Hukum
Textbox



96 

/ Sarana pendukung 

Ante Natal Care (ANC) 

kurang memadai 

RS0.19.0 

1.05.03 

SOP Kalibrasi 

Alat 

Prosedur 

pengendalian 

belum 

dilaksanakan 

Evaluasi atas 

implementasi SOP 

Kalibrasi Alat 

Kepala 

Dinas 

Triwulan I 

2020 

Standar 

Pelayanan 

Puskemas 

(Permenkes 

Nomor 

Prosedur 

pengendalian 

belum 

dilaksanakan 

Evaluasi atas 

implementasi Standar 

Pelayanan 

Puskemas 

Kepala 

Dinas 

Triwulan II 

2020 

III Risiko Operasional 

Dinas 

Kesehatan 

1 Data ibu hamil miskin 

yang belum memiliki 

jam man kesehatan 

lainnya dari kecamatan 

dan kelurahan belum 

ada 

R00.19. 

01.05.02 

Juknis 

Penggunaan 

DAK Non Fisik 

(Permenkes 

Nomor 3 

Tahun 2019) 

Prosedur 

pengendalian 

belum 

dilaksanakan 

Evaluasi atas 

implementasi 

(Permenkes Nomor 3 

Tahun 2019) 

Kepala 

Bagian 

Triwulan II 

2020 

Hukum
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Keterangan : 

Kolom a diisi dengan nomor unit 

Kolom b diisi dengan risiko prioritas 

Kolom c diisi dengan kode risiko 

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar 

diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 

kali sehari. 

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: 

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum 

mampu menangani risiko yang teridentifikasi, 

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, 

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan 

diatasnya 

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih clibutuhkan 

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 

Hukum
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c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana 

Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan 

lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan 

kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan 

bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama 

atau berhubungan dan i kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, 

pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkin.an  tersebut 

dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 

pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi 

rencana tindak perbaikan pengendalian. 

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP 

Rancangan informasi dan komunikasi 	merupakan 

rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui 

keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang 

diinginkan. 

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian 

yang dibangun clisajikan sebagai berikut : 

Name Pemerintah Daerah 
Tabun Penitaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Conton Pengomunikassan Pengenclattan Yang Dibangun 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
: 203.8 
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Petayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegiatan Pengendali-
an yang dibutuhkan 

1 	Rekrutmen tenago honorer 
kesehatan 

2 	Evoluasi alas irnplementasi 
SOP KaLtrosi Mot 

Eyaluasi alas implementasi 
3 	Standar Peloyonan 

Puskemos 

4 	Eyaluasi alas irnplementasi 
(Permenkes Nomor 3 Tahun 
2019) 

Ropot 	 Sekdoi 	Dinos Kesehoton 	Triwulan 1 
Bappecia 	BRPSDM 	2019 

RopotISurot 	Dinas 	Slot Dins 
Edaron 	Kesehatan 	kesehatan terkait 	Trivoulon1 

2019 
RapatiSurat 	Dinas 	Stat Dinos 
Edaron 	Kesehotan 	kesehaton terkait 

Rapat (Stmot 	 Stof Dins 	Tri.vulan I 
Edaron 	Dinas 	kesehcton terkait 	2019 

Kesehatan 

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomuni-

kasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam form 

11 

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan 

Hukum
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RTP 

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme 

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa 

risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang 

telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. 

Contoh form rancangan monitoring/pemantauan risiko dan 

RTP disajikan sebagaimana form 12. 

Hukum
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Form 11 

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun 

Narna Pemda 	 : Pemerintah Kota XYZ 

Tabun Penilaian 	: 2018 

Tujuan Strategis 	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urutsan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Kegiatan 

Pengendalian yang 

Dibutuhkan 

_ 

Media/Bentuk 

Sarana 

Pengkomunika 

Sian 

Penyedia 

Informasi 

Penerima 

Informasi 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

Realisasi 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

a b c d e f g h 

1 Recruitmen tenaga 

honorer kesehatan 

Rapat Sekda/Bappeda Dinas 

Kesehatan 

BKPSDM 

Triwulan I 

2019 

Februari 

2019 

Telah 

dilakanakan dan 

ditindaklanjuti. 

Dokumentasi 

berupa notulen 
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2 Evaluasi atas 

implementasi SOP 

Alat Kalibrasi 

Rapat/ Surat 

Edaran 

Dinas Kesehatan Staf Dinas 

kesehatan 

terkait 

Triwulan I 

2019 

Februari 

2019 

Telah 

dilakanakan dan 

ditindaklanjuti. 

Dokumentasi 

berupa notulen 

3 Evaluasi atas 

implementasi Standar 

Pelayanan Puskemas 

Rapat/ Surat 

Edaran 

Dinas Kesehatan Staf Dinas 

kesehatan 

terkait 

Triwulan I 

2019 

Februari 

2019 

Telah 

dilakanakan dan 

ditindaklanjuti. 

Dokumentasi 

berupa 

notulen 

4 Evaluasi atas 

implementasi 

(Permenkes Nomor 3 

Tahun 2019) 

Rapat/ Surat 

Edaran 

Dinas Kesehatan Staf Dinas 

kesehatan 

terkait 

Triwulan I 

2019 

Februari 

2019 

Telah 

dilakanakan dan 

ditindaklanjuti. 

Dokumentasi 

berupa 

notulen 
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Keterangan : 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi 

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi 

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan 

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan 
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Form 12 

Contoh Rangcangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern 

Muria Pemerintah Daerah 	: Pemerintah Kota XYZ 

Tahun Penilaian 	 : 2018 

Tujuan Strategis 	 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan 	 : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No 

_ 

Kegiatan Pengendalian 

yang Dibutuhkan 

Bentuk/Metode 

Pemantauan 

yang Diperlukan 

. 

Penanggung 

Jawab 

Pemantauan 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

Pemantauan 

Realisasi 

Waktu 

Pelaksanaan 

, 

Keterangan 

a b c d e f g 

1 Rekrutmen tenaga honorer 

kesehatan 

Konfii 	masi 

persiapan dan 

laporan 

pelaksanaan 

kegiatan 

Kepala DInas 

Kesehatan 

Direktur RSUD 

Oktober. 

November, 

Desember 

2019 

Oktober. 

November, 

Desember 

2019 

Monitoring telah 

dilaksanakan, 

didokumentasikan, 

dan didistribusikan 
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2 Evaluasi atas implementasi 

SOP Alat Kalibrasi 

Konfirmasi 

pelaksanaan 

Laporan 

pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Dinas 

Kesehatan 

Direktur RSUD 

Semester I Juni 2019 Monitoring telah 

dilaksanakan, 

didokumentasikan., 

dan didistribusikan 

3 Evaluasi atas implementasi 

Standar Pelayanan 

Puskemas 

Konfirmasi 

pelaksanaan 

Laporan 

pelaksanaan 

kegiatan 

Kepala Dinas 

Kesehatan 

Direktur RSUD 

Semester I Juni 2019 Monitoring telah 

dilaksanakan, 

didokumentasikan, 

dan didistribusikan 

4 Evaluasi atas implementasi 

(Permenkes Nomor 3 Tahun 

2019) 

Konfirmasi 

pelaksanaan 

Laporan. 

pelaksanaan 

kegiatan 

Kepala Dinas 

Kesehatan 

Direktur RSUD 

Semester I Juni 2019 Monitoring telah 

dilaksanakan, 

didokumentasikan, 

dan didistribusikan 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor unit 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang 
Diperlukan Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan 
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan 
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3. Kegiatan Pengendalian 

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan 

clilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang 

ada, langkah selanjutnya yang perlu clilakukan adalah 

menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. 

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembangunan infrastruktur yang .meliputi penyusunan atau 

penyem- purnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak 

lanjut dan i RTP. 

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi 

risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa 

kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur 

pengendalian meliputi : 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan 

prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan 

infrastruktur pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang 

sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, 

dapat membentuk tim penyusun kebijakan clan prosedur 

pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam  

dokumen perencanaan apabila diperlukan. 

3) Membuat 	atau 	menyempurnakan 	infrastruktur 

pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan 

prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang 

harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan 

pihak terkait lainnya. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi 
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internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan 

pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan 

pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan 

pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah 

pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang 

akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan 

pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu 

mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-

pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian 

Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan 

bahwa informasi pengendalian telah disam.paikan dan dipahami 

oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, 

pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai 

rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam 

dokumen RTP. 

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk : 

a. Surat Edaran dan i pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 

pemberlakuan kebijakan; 

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah 

(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 

berkepentingan; 

c. Sosialisasi/ workshop / diseminasi yang dibuktikan misalnya 

dengan undangan., notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, 

foto pelaksanaan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan 

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap 

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. 

Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi 

pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah 

untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk 

pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas) 

Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah. 

Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan 

sebagai berikut : 

Hukum
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1 	Rektutmen tenago hcnore. 	Rapt 
kesehcton 

Sekcio/Bappe-  Dinas Kesehatan 
do 	BKPSD11, 

7ri-xulan 12019 

1 
SOP Kalibrasi Alot 	Edaton 	Kesenaton 	kesehoton terkait 	

Trimlan 2019 
 

2 	boluosi otos tylplementosi 	Rapt/Swat 	Ortas 	Slat D nos 
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Reatisasi Pengomunikasian Pe-niendalian Yang Dibangun 

Nama Pemerintah Daerah 
	

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penitalan 	 : 2018 
Tujuan Strategis 	 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan 	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

 

Kegiatan Pengendali-
an yang dibutuhkan 

 

3 	Evaluosi atas rrplementcrsi 	RapatiSurct 	Dims 	Stat Dlos 
SOP 	at 	 Eckman 	Kesehotan 	kesehaton terkait 

4 	Evaluosi otos mplernentasi 	Rapt/Swat 	Dims 	Stof alas 
(Permenkes MTN 3 Tabun 	Edaran 	geseloton 	kesehoton terkait 
2319) 	 201St 

Februcri 2019 

Februcri 2019 

Febructi 2019 

Februcri 2019 

Telah di1aksardan& 
aitinclaktonjuti 

Teich dilaksanakan & 
ditindaklanjuti. 

Telah dilaksanakan & 
ditindoklanjuti 

lah di!aksorxikan & 
ditindaklonjuti. 

Trimbn 12019 

Tr41.1}3n 1 
2019 

mNimimimimimmmMi 

5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang 

mulai dan i kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat 

Eselon 2), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), 

Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai 

dengan ruang lingkup clan kewenangannya. Pe1aksanaan 

pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala 

Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit 

kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 

pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat 

bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. 

Pemantauan dilakukan untuk mem astikan setiap tahapan 

pengelolaan risiko telah di1akukan sesuai dengan ketentuan 

sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 

penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai 

Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan 

menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan 

pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah 

dibuat. Pemantauan alas kegiatan pengendalian bertujuan untuk 

memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah 

dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan 

pemantauan dapat menggunakan form 12 Rancangan Monitoring 

dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi 

realisasinya (koioni f-g). 
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Monitoring dan Evatuasi atas Pengendatian Intern (Reatisasi) 

Nama Pemerintah Daerah 	: Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian 	 : 2018 
Tujuan Strategis 	 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan 	: Urusan Wajib Petayanan Dasar Elidang Kesehatan 

Kegiatan Pengendoli-
an yang dibutuhkan 

1 

2 

Rekrulmen tenago honorer 
kesehatan 

Dst 

Konfirmasi 
persiapon don 
laporon 
pelaksonaon 
kesiaton 

Butanan oleh 
Kepola Dines 
Kesehaton 
Direktur RSUD 
Trivoulanan 
°lei) 
inspektorat 

OKtober. 
November, 
Desembef 

OKtober. 
November, 
Desember 

Monitoring teloh 
diloksanakan, 
didokumenta-
si-kan, don 
didistribusikan. 

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko 

yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu 

membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan 

dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas 

pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan 

terjaclinya risiko yang teridentifikasi menggunakan form 12. 

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 

pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, 

dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko 

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat 

Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko yang 

dapat diflustrasikan sebagaimana berikut: 
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Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penitaian 	 : 2018 
Urusan Pemerintahan 	: Urusan Wajib Petayanan Dasar Bidang Kesehatan 

10 	
Pemyatoon 

Risiko 

Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah 

1 	Peloyanan kesehatan 
belum memenuhi 
SPMlong 
Kesehatan 

Ii 	Risiko Strategis OPD: 
Dinas Kesehatan 
(2019-2023) 

Sarana pendukung 
ANC kurang 
mernadai 

HI 	Risiko Operasional 
OPD: Dinas 
Kesehatan (2019) 

Data Ibu hamil miskin 
yang belum memiliki 
jar-ninon kesehatan 
lainnya (Joh 
kecomatan don 
kelurahan belum ado 

Evaluasi otos 	 Walikoto 	Triwulan II 
Implementasi SOP 
Persalinan 

Evaluasi atas 
Implementasi SOP 
Alat Kalibrasi 

Evaluasi otos 
Implementasi 
Standar Pelayonan 
PuskemaS 

Kepala Dinas 	Triwulan H 

Kepala Dinas 	Triwulan H 

Evaluasi atas 	Kepala Bagian 	Triwulan I 
Impternentasi 
(Perrnenkes Nomor 3 
Tahun 2019) 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam  

setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah 

dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung 

jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko. 

IV. PELAPORAN 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, 

pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan 

pengelolaan risiko setidak- tidaknya berupa Laporan Pelaksan.aan 

Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah. 

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dan i penilaian risiko strategis 

pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat 

Daerah/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun 

Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian 

Hukum
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Risiko. 

Laporan pelaksanaan penilaian risiko clibuat oleh UPR disampaikan 

kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan 

Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil 

penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu 

clibicarakan dengan Walikota dan pihak yang terkait, sedangkan 

draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) 

Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu 

dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah clan pihak yang 

terkait. 

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR 

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan 

tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah 

clikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk 

tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional 

Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2. 

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut : 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi : 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.. 

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi : 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani 

oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah 

Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi : 

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Tahunan. 

C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit 

Kepatuhan Internal 

Hukum
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